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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 4286); 

3. Undang-lJodang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambaban Lembaran 

Kabupaten Daerah-daerah Dalam Pembentukan 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa, perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGELOLMN KEIJANGAN DESA 

TENT ANG 

BUPATI JEPARA 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 52 TAHUN 2018 

Mengingat 

Menimbang 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tabun 
2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagannana 

- t: ,·,, z- ~ \o;nor 15 Tahun 2004 tentang 
P:we:il;:sasa ?engelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

~ [Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 
2004 •:omor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Norn.or 33 Tahun 2004 tentang 
Perfmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234): 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5495); 



Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 296); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1367); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

Peme.u,tah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas 
?eranuan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Le.mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republiklndonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun. 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeci Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa( Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2094); 

Pembangunan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2015 

13. Peraturan Menteri Desa, 

Tertinggal, Dan 'l'ransmigrasi 



kewenangan daerah otonom. 
3. Bupatl adalah BupatiJepara. 
4. Camat adalab Camat di Kabupaten Jepara. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, bak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan ihonnati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalab penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan. Republiklndonesia. 

7. Kepala Desa yang selanjumya disebut Petinggi ada)ab pejabat 
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, rugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah t.angga Desanya 

pemerintahan urusan pelaksanaan 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

l. Daerah adalab Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintaban Daerah 

Dalam Peraturan Bupati ini yang d.im.aksud dengan: 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

KETENTUAN UMUM 

BAB l 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA. 

MEMUTUSKAN : 

· 7 Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tabun 2018 rentang 
Daft:ar Kewenangan Desa Berdasarkan Rak Asal Usul 
dan Kewenangan LokaJ BerskaJa Desa di Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 
Nomor 20); 

Menetapkan 



8. Pemenntab Desa adalab Petinggi dfbantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Bada.n Permusyawaratao Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adaJab lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wak:U dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaoaan 
hak dan kewajiban Desa. 

I 1 . Pengelolaan Keuangan Dess adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Oesa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJMOesa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tabun. 

13. Rencana Kerja Pemeriotab Dess, selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu I (satu) tabun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dess, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa. 

15. Penerirnaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas 
Desa. 

16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekeniog kas 
Desa. 

17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa clan tidak 
perlu dikembalikan oleh Desa. 

18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam I (satu) tabun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh Desa, 

19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tabuo anggaran yang bersangkutan 
maupun pads tabun anggaran berikumya. 

20.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan da.n bclanja negara yang diperuntukkan bagi 
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perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

28. Rekeoing Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang rnenampung selurub penerimaan 

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh. pengeluaran 
Desa dalam rekening pada Bank Pemerintah yang ditetapkan. 

29. Badan Usaha Mllik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, 
adalab badan usaba yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oteh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa. yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

adalah Kasi, 27. Kepala Seksi, yang selanjutnyadisebut 

karena jabacannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuanganDesa. 

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. yang setanjutnya 
disingkat PPKD, adalab perangkat Desa yang melaksanakan 
engelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi 
yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

25. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carne adalab 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan 
sekretariat Desa yang menjalankan rugas sebagai koordinaror 
PPKD. 

26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang ber:kedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang meojalankan tugas PPKD. 

belan1a daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan 
pemberdayaan masyarakat. 

21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkar ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

22. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota. 

yang 
}'8.rlg 

Keuangan Desa, 
adalah Petinggi 

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

selanjutnya disingkat PKPKD, 



.30 Da::a Carla-ga;. li:dalah dana yang disisihkan guna mendanai 

kegiat= yang memerlukan dana relatiI besar yang tidak 
dapar dipenuhi dalaro satu tahun anggaran. 

J 1. Surplus Anggaran Desa adalab selisih lebib antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalab selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiat.a.n yang akan dilaksana.kan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disebut DP.PA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan 
dan rencana penarikan dana untuk kegiat.a.n yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telab ditetapkan 
dalam Perubaban APBDesa dan/atau Perubaban Penjabaran 
APBDesa. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disebut OPAL adalab dokumen yang mernuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tabun 
anggaran sebelumnya. 

37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalab kegiatan untuk 
memperoleh barang/ jasa oleb Pemerinrab Desa, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut 
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk 
dan arus kas keluar yang diguna.kan mengatur penarikan 

dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telab disabkan oleh 
Petinggi. 

39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut, SPP 
adalab dokumen pengajuan uruuk mendanai kegiatan 



(J) Petinggi adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalarn 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisah.kan. 

(2) Petinggi selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai kewenangan: 

Pasal4 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

BABU 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalarn 
Peraturan Bupati ini untuk rnernberikan kepastian hukum 
dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam 
Peraturan Bupati ini untuk roemberikan pedornan dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

(3) Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan 

Bupati ini terdiri dari: 
a. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; 
b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; 
c. pengelolaan; dan 
d. pembinaan dan pengawasan. 

Bagian Ketiga 
Maksud, Tujuan dan Ruang L!ngkup 

Pasal3 

(1) Keuangan Desa clikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

(2) APBDesa rnerupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalarn 
rnasa l (satu) tahun anggaran mulai tanggal I Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

-.0 Aparat Penga as Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspekt:orat kabupaten Jepa.ra. 

Pasal2 



I, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 

(1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

(2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
APBDesa. 

b. mengoordinasikan peoyusunan rancangan APBDesa. dan 
rancangan perubahan APBDesa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 
tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan 
pertangguogjawaban pelaksanaan APBDesa; 

Pasa16 

b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 

a. Carik: • 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

PasalS 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas: 

b. =•tapkan kebijakao tentang pengelolaan baraog milik 
Desa 

c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APBDesa; 

d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana ctimaksud pada ayat (2), Petinggi menguasakan 
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. 

peraturan 
Perubahan 

d, mengoordinasikan penyusunan ranoangan 

Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan 
Peojabaran APBDesa; 

e. rnengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan: 



(1) Kaur dao Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dala:m Pasal 7 ayat (4) dapac dibantu oleh tim yang 
melaksanakan kegiar.an peogadaan barang/jasa yang karena 
sifat dan jenisnya cidak dapat dilakukan send.iri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayar (1) berasal dari unsur 
perangkat Desa, lembaga kemasya.rakatan Desa dao/atau 

APBDesa.. 
!5l Pembagian tugas Kaur dao Kasi pelaksaoa kegiatan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkao 
bidang tu gas masing-rnasing dao ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pasal 8 

Pasal 7 

(l) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kaur tats usaha dao umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) terdiri atas: 
a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan aoggarao kegiatao sesuai bidaog tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidaog tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidaog tugasnya; 
e. men.andatangani perjaojian kerja sama dengao penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada 
dalam bidang tugasoya; dao 

3. Se;ai- rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Carik 
mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA. DPPA, dao OPAL; 
b. rnelaku.kan verifikasi terhadap RAK Desa; dao 

melakukan verifikasi terhadap bukti penerirnaan dan 
pengeluaran APBDesa. 

sesuai bidang 
pelaksanaan 

pelaksanaao kegiatan 
pertanggungjawaban 

laporan 
untuk 

menyusun 
tugasnya 

f. 



(I) APBDesa terdiri dad: 
a pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa, 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek 
pendapat:sn. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan rnenurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis 
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagalrnana dimaksud pada ayar (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelcmpok, jenis dan objek 
pembiayaan. 

Pasal 9 

(l) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 
menyimpan, menyetorkan J membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
Desa dan pengeluaran dslsm rangka pelaksanaan APBDesa. 

(3) Kaur Keuangan daJam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
merniliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. 

a. kerua; 
b. sekretaris; dan 

c, anggota. 
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 

pelaksana kewilayahan. 
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa, 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui 

Kepurusan Petinggi. 

BAB III 

A.NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 10 



(I) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2) huruf b, terd.iri atas jenis: 
a. dana Desa; 

( 1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagairnana dima.ksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) .huruf a, terdiri atas jenis: 
a. basil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lain 

(21 Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
antara lain bagi basil BUMDesa. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara 

lain, taoab kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat 
pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset la.innya 

sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotoog royong sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasaJ dari 
sumbangan masyara.kat Desa. 

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d antara Lain hasil pungut.an Desa. 

Pasal 14 

Pasal 13 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam I [satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikernbalikan 
oleh Desa. 

(2) Pendapat.an Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), te:rdiri 
atas kelompok: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 

pendapatan lain. 

PasaJ 12 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pendapatan Desa, be:lm:ga Desa, clan pembiayaan Desa. diberi kode 

rekening, 

Pasal 11 



(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 

Pasal 17 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (J) 

huruf b, yaitu seroua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleb Desa. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan 
Desa. 

Pasal 16 

Bagian Kedua 
Belanja 

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. peneciroaan dari hasil kerja sama Desa 
b. peneriroaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi diDesa; 
c. penerlmaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran 
berjalan; 

e. bunga bank; dan 
f. pendapatan lain Desayang sah. 

b. bagia o dan basil pajak daerah dan retribusi. daerab 
kabupaten; 

c. alokasi dana desa; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatao Belanja 

Daerab Provinsi; clan 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten. 

(2) Bantuan keuangan dari Angga.ran Pendapatan l3elanja Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan 
dalarn ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh 
persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen). 

Pasal 15 



.., 1--'--~-- ... ·- __ ................. ,~ ..... 

( l) Klasifikasi belanja. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf a dibagi dalam sub bidang: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 

operasional pemerintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 
d. pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf b dibagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umurn dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi clan. sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf c dibagi daJam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan pelinduogan masyarakat; 
b. kebudayaan clan kegamaan; 
c kepemudaan dan olab raga; dan 

b pelaksanaan pembangunan Desa, 

c. pembinaan kemasyarakatan Desa: 
d. pemberdayaan rnasyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 

Desa. 
(2) K.lasifi.kasi belanja sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l] huruf a. 

sa.mpai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telab dituangkan dalam 

RKP Desa. 
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang 

terjadi di Desa. 
Pasal 18 



Pasal 19 

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) dibagi dalam .kegiatan. 
(2) Daftar kegiatan sebagairoaaa dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan bahasa lndonesia dan disesuaikan dengan 
bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3) Pemerintah Daerah menambahkan kegiatan yang tidak 
tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (]) 
dengan rnemberikan kode 90 sampai dengan 99. 

(4) Pemerintah Daerah menambahkan kegiatan penerimaan lain 
Petinggi clan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai 
dengan 99 yang anggara.nnya dialokasikan dari basil 
pengelolaan tanah bengkok dan/atau banruan khusus pada 
sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( l) 

burufa. 
[5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak diterapkan dalarn ketenruan penggunaan paling banyak 
30% (tiga puluh per serarus) sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-unclangan. 

Pasal 20 

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I), 

terdiri atas: 
a. belaoja pegawai; 
b. belanja barang/jasa; 

(.!J Klasifik.asl belanja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 syar 
'I huruf d dibagi dalam sub bidang: 
a kelautan. dan perikanan; 
b. pen:anian dan peternakan; 
c, peniagkatan kapasitas apa.ratur Desa; 
d, pernberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan clan perindust:rian. 

(5) !Oasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf e dibagi dalam sub bidang: 
a penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 



(1) Belanja barang/jasa sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 20 
huruf b digunakao untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatoya kurang dari 12 (dua belasJ 
bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakao antara lain uotuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c, kegiatan sosialisasi / rapat / pelatlhan/ bimbiogan t.eknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberiao barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) lnsent:if Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf e yaitu bantuan uang untuk operasional 
lembaga Rukuo Tetangga/Rukun Warga untuk membaotu 
pelaksanaan rugas pelayanan pernerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentra.man dan ketert:iban, serta 
pemberdayaan masyarakat .Desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat 
sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) buruf f dilalrukan unru.k 
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 

d.. helanja tak terdnga. 

Pasal 21 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 
a, dlanggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, 
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial 

bagi Petinggi dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggackan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa. 

(3) Belanja pegawa.i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pelaksanaannyadibayarkan setiap bulan. 
(4) Pembayaran jaminan sosial sebaga.imana dimaksud pada ayat 

(l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan kemampuan APBDesa. 

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa 
pelaksanaaonya dibayarkan pada awal Bulan berikutoya. 

Pasal 22 



(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintab 

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan upaya 
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana 
sosiaL 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan 
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau 
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan 
prasarana akibat lrenaikan harga yang menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan 
upaya pernenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar 
masyarakat rniskin yang mengalami kedaruratan. 

Pasal 25 
(1) Ketentuan kriteria bencana aJam sebagaimaaa dimaksud daJam 

pasaJ 24 ayat (3) adalah bencana yang dialobatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 
a1am antara lam berupa gempa burni, tsunami, gunung 
melews, banjir. kekeringan, angio topan, dan tanah longsor. 

(l Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, 
digunakan unruk peogeluaran pengadaanbarang yang nilai 
manfaatnyalebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan. kewenangan Desa. 
Pasal 24 

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
hum! d .merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa. 

Pasal 23 



pengurusan pengungsi; dan 
c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

(4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 
24 ayat (4) adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya 
penyelesaian pernbangunan sarana dan prasarana akibat 
kenaikan barga atau aldbat lainnya yang menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(S) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk 
rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum 
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman, ketentraman ketertiban urnurn dan perlindungan 
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera. 

(6) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 24 ayat (5) adalab keadaan yang mernaksa untuk segera 
dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuban 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin 
yang rnengalami kedaruratan berupa kebutuban pangan, 
sandang, perumahan, kesehatan, pendidlkan, pekerjaan, 
dan/atau pelayanan sosial. 

(7) kriteria masyarakai misldn yang mengalami kedaruratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah warga Desa yang 
sa:ma sekali tidak mempunyai sumber mata pencabarian 
dan/atau mempunyai sumber matapencaharian tetapi tidak 

2 Ketrrltuan krite:ria bencana sosial adalah bencana yang 
diaJdbatkan oleb peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatk:an oleh manusia yang rneliputi konflik sosial antar 
kelompok atau antar komuaitasmasyarakat, dan teror, 

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati berupa 
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 
meliputi: 

a. kegiaran penyelamatan dan evakuasi korban dan harta 
bend a; 

kebutuhan dasar, -perlindungan b. pemenuhan 



(l) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruC c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ar.au pengeluaran yang akan diterima kembali, 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

mempunyar kemarnpuan memenuhi kebutuhan dasar yang 
1ayak bagi kehidupan dirinya dan/ar.au keluarganya 

(8) Koruiisi keadaan mendesak sebagairoana dimaksud pada ayat 
(5) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati bersama dalam 
Musyawarah Desa yang diselenggaran oleh BPD serta 
ditetapkan dengan Keputusan Petinggi yang dilaporkan kepada 
Bupati lewat Camat. 

(9) Tata cara penggunaan anggaran unruk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( l) adalab dengan menggunakan 
jenis belanja tak terduga, 

(JO) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) dapat dianggarkan melalui APBDesa dan/atau 
Perubahan APBDesa. 

(11) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) dianggarkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan 
APBDesa sebagaimana dirnaksud pada ayat (9), uraian rencana 
anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci. 

(12) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari 

sumber pendapatan yang dianggarkan dalarn APBDesa 
dan/atau bersumber dari pengalihan belanja kegiatan lainnya 
pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang belum 
dilaksanakan yang clianggarkan dalam Perubahan APBDesa. 

(13) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana ctimaksud pada 
ayat (10) dan ayat (11) dilaporkan sesuai dengan 
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dllakukan. 

Pasal26 



(11 Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang 

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 
1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) ditetapkan dengan peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayal. (2) paling 
sedikir mernuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

Penge1uaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas : 
a. pernbentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

(1) Penerirnaan pem.biayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (2) huru.f a, meliputi: 
a. SiLPA tabun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; clan 

c. basil penjuaJan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali 
tanah dan bangunan. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat Ill huruf a paling 
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang 
belum selesal atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana 

cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan 
pembiayaan dalam APBDesa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan 
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 28 

Pasal 27 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun anggaran berikumya. 

(21 Pembiayaan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas Jrelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 29 



Pasal 30 
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruI b antara lain digunakan untuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam 
BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan 
dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daJam 
bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Modal BUMDesa secara rnayoritas dimiliki oleh Desa. 
(6) Penyertaan modal pada BUMDesa dapat terdiri atas: 

a. bibab dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan 
melalui mekanisme APBDesa; 

b. bantuan Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerab Kabupaten yang disalurkan melalui 
mekanisme APBDesa; 

c. kerjasama usaha dari pihak swasta yang d:ipastikan sebagai 
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme 
APBDesa; 

cl. aser Desa yang diserabkan kepada APBDesa sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan tentang Aset 

Desa. 

b. program dan kegiatan yang akan clibiayai dari dana 
cadangan: 

c, besaran clan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan; 

d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pernbentukan dana cadangan dapat bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali daripenerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihJ tahun akhir 
masa jabatan Petinggi. 



ltl ,a:a cara penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana 
dunaksud pada ayat (4-) diatur dengan memperhatikao 
ketenruan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan 

dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. 
(8) Somber penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk 

penyen:aan modal pada BUMDesa; dan/ atau 
b. adanya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat 

digunakan unruk penyertaan Modal pada BUMDesa. 
(9) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 

dimakud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar I 0% 
(sepuluh per seratus) sumber pendapatan yang dapat 
digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

(10) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar lOo/o 
{sepuluh per seratus) sumber Peneriroaan Pembiayaan yang 
dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b. 

( 11) Indikator analisa kelayakan peoyertaan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa yang mengatur 

tentang organisasi pengelola BUMDesa dan/atau struktur 
organisasi BUMDesa, modal usaha BUMDesa, Jen-is Usaha 
BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga 
BUMDesa dan pengisian calon pengurus BUMDesa; 

b. kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, 
dan keuntungan BUMDesa; dan 

c. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BOMDesa yang 
memuat paling sedikit; 
1. jumlab modal yang disertakan; 
2. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode 

pengelolaan; 
3. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara 

kelembagaan: dan 
4. jangka waktu penyertaan modal. 



(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa 
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarka.n dalam 
APBDesa. 

(2) Carik mengoordinasika.n penyusunan rancangan APBDesa 
berdasarkan RKP Desa ta.hun berkenaan dan pedoman 
penyusunan APBDesa yang diatur denganPeraturan Bupatl 
setiap ta.hunyang paling sedikit memuat: 
a sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten 

dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; 
b. prinsip penyusunan APBDesa; 
c. kebijakan penyusunan APBDesa; 
d. teknis penyusunan APBDesa; dan 

e. ha! khusus Jainnya. 
l3) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan 

penyusunan rancangan Peraruran Dess. tentang APBDesa 

Pasal 33 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 32 

(l] Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dllakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan 
dad rekening kas Desa. 

(3) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan 
sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan: 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungiawaban, 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

Pasal 31 

PENOELOL.AAN 

BAB [V 



(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan Petinggi 
kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dlevaluasi. 

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan 
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
dokumen paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan Petinggi mengenai penjabaran 

AP.BDesa; 
c. perawran Desa mengenai RKP Desa; 

d peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak 

Pasal 34 
11 Carik menyarnpaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Petinggi. 
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Petinggi kepada BPD 
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah 
BPD. 

(3) Raocangao Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pads ayat (2) disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. 
(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa yang disampaikan Petinggi, Pemerintah. Desa 
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasianal penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

Pasal 35 
(1) Atas dasar kesepakatan bersama Petinggi dan BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Petinggi 
menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi mengenai 
penjabaran APBDesa. 

(2) CSJik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada Camat. 

Pasal 36 



~. 

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi tetap 
rnenetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
menjadi Peraruran Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi 
tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Petinggi, 
Carnal membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan 
Carnat. 

(2) Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 
Peraturan Petinggi paling lama 7 [rujuh] bari kerja setelab 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
selanjumya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa 
dan Peraturan Petinggi dimaksud. 

(3) Dalam hal pembaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 38 

(1) Camat dapat mengundang Petinggi dan/atau aparat Desa 
terkait daJam pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangk:a.n 
dalarn Keputusan Ca.mat dan disampaikan kepada Petinggi 
paling lama 20 (dua pulub) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan basil evaluasi dalam batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan 
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya, 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
telab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, 
selanjutnya Petinggi menetapkan rnenjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebib tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Petinggi 
bersama BPD rnelakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua 
puluh) .hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasL 

e peraruran Desa. mengenai pembenrukan dana cadangan, 
jika tersedia: 

f. peracuran Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; 
dan 

g. berita acara hasil rousyawarab BPD. 

Pasal 37 



(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa 

apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematao belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan ta.bun berjalan yang akan digunakan dalam 
tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukao pergeseran 
antar bidang, antar sub bidaog, antar kegiatan, dan antar 

jenis belanja; dan 
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

harus cligunakan dalam tahun.anggaran berjalan. 

a. APBDesa; 
b. pelaksaoa kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan 

kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

memuat: 

Pasal41 

Pasal 39 

(I) Raocangao Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 
dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa 
tentang APBDesa. 

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
aoggarao sebelumnya. 

(3) Petinggi menetapkan Rancangao Peraturan Petioggi tentang 
penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari 
Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(4) Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati 
paling lama 7 (tujuh) ba.ri kerja setelah ditetapkan. 

Pasal 40 
(l) Petinggl menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada 

masyarakat melalui media informasi. 
(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikir 

operasional penyelenggaraa.n pemerincsbao Desa dengan 

menggu-nakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempumaan 
Rancangan Peraturan Desa centang APBDesa disampaikao dan 
mendapat persetuj uan, Camat. 



Pasal 43 

(l) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui 
rekening kas Dess pada Bank yang ditunjuk Bupati. 

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {ll dibuat 
oleh Pemerintah Desa dengan spesimen taoda tangan Petinggi 
dan Kaur Keuangan. 

dalam 1 (satu tahun anggaran, kecuali deism keadaao Juar 

biasa. 
(31 Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana cliroa.ksud pada ayat 

(-2) merupakan k:eadaan yang menyebabkan estimasi 

penurunan penerimaan dalam APBDesa yang signifikan 
sehingga pelaksanaan APBDesa tidak dapat dipertahankan. 

(4) Perubahan APBDesa sebagalmana cliroaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenal Perubahan 
APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa. 

Pasa.l 42 

( l) Pemeri.ntah Desa dapat melakukan perubahan terhadap 
Peraturan ?etinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa 
sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDesa ditetapkan. 

(2) Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 
terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan daJam pendapatan 

Desa pada tahun anggaran berjalan; 
b. k:eadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan 

pergeseran antarobjek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan, dalarn tahun 
anggaran berjalan. 

(3) Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan 
Peraturan Petioggi tentang perubahan penjabaran APBDesa 
dan selanjutnya disarnpaikan kepada Bupati melaJui surat 
pemberitahuan rnengenai Peraturan Petinggi tentang 
peru bahan penjabaran APBDesa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 



(1) Nornor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 clilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat Camat. 

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada 
Gubemur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui 
Direktur Jenderal Bina Pemerintab Desa 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
pengendalian penyaluran dana transfer. 

1•1 Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah 
paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 
memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. 

Pasal 45 

(l) Petinggi menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) 
hari kerja setelab Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa clitetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a merincl setiap kegiatan, angga.ran yang 
disediakan, dan rencana penarlkan dana untuk kegiatan yang 
telab dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf b mednci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu 
pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim 
yang melak:sanakankegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
rancanean DPA kPnRrlR Pi,rinP'Pi mPl::1h1i r.:1rik n::1linP h,m,. n 

(3) Desa yang belum meroDiki pelayanan perbankan di wilayahnya, 
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Petinggi dan 
Kaur Keuangan. 

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui 
rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 44 



Pasal 49 
RAK Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat arus 

kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Petinggi. 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan 
DPA yang telah disetujui Petinggi. 

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

clisampaikan kepada Petlnggi melalui Carik. 
(3) Carik melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang 

diajukan Kaur Keuangan. 
(4) Petinggi menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 

diverifikasi Carik. 

Pasa147 
(1) Dalamhal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa 

dan/atau perubaban Peraturan Petinggi tentang Penjabaran 
APBDesa yang menyebabkan Lerjadinya perubahan anggaran 
dan/atau terjadi perubahankegiatan, Petlnggi menugaskan 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun 
rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerabkan 
rancaogan DPPA kepada Petioggi melalul Carik paling lama 6 

(enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ). 

(4) Carik melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkao DPPA. 

(5) Petinggi menyetujui rancangan DPPA yang telah diverlfikasi 

oleh Carik. 

Pasal 46 

(l] Carik melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 

(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan 
rancangan DPA. 

(2) l'etinggi menyetujui rancangan DPA yang telab diverifikasi oleh 

Carik. 

enam) bari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 48 



Pasal 52 
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang 

telah diserujui Petinggi. 
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagalmana dimaksud pada ayat (ll 

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau 
penyedia barang/jasa. 

(3) Pelaksaoaan kegiaian sebagaimana dirnaksud pada ayat: (2) 
diutamakan melalui swakelola, 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagalmana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 
material/bahan dari wilayab setempat dan gotong royong 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat unruk memperluas 
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat 

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap 
mampu dan memenuhi persyaratan. 

PasaJ 51 
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. 
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(3) Buktl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 

persetujuan Petinggi dan Petinggi bertanggung jawab atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
terse but 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab 
terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (t). 

(5) Kaur clan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggu:nakan 
buku pernbantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran 
anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 50 

(1) -uus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 49 

memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan 
Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. 

(2] Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didukungoleh bukti yanglengkap clan sah. 



Pasal 55 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah ba.rang/jasa 

Pasal 54 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuao SPP 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 54 untuk kegiatan 
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 
(sepuluh] hari kerja 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi 
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang 
sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk clisimpan dalam 
kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggarao sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas urnum dan buku 

pembantu panjar. 
(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 

pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pernbayaran 
pengadaan barang/ jasa kepada Carik. 

(5) Carik rnerneriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran 
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang 
disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan aoggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
baraog/jasa lebih kecil dari jumlah uaog yang diterima, Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikao sisa 
uaog ke kas Desa. 

Pasal 53 

(l) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP 
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan 
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama 
besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan 1aporan per.kembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

(6) Kerenruan lebih lanjut mengenai talB cara pelaksaoaan 
kegiaran pengadaan barang/jasa di Desa sebagannana 
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan 
peruodang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di 
Desa. 



(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas 
angga.ran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 

Pasal 58 

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun 

RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang 
diusulkan kepada Petinggi melalui Carik. 

(2) Carik melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Petinggi rnelalui surat keputusan Petinggi menyetujui RAB 

pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai 
dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik. 

(4) Pednggi melaporkan pengeluaran anggaran belanJa tak terduga 

kepada Bupati paling lama l (satu) bulan sejak keputusan 
Petinggi ditetapkan. 

Pasal 57 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 
Petinggi paling lambat 7 (tujub) bari sejak seluruh kegiatan selesai. 

[2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pad.a aya: {l dUaropiri 
dengan: 
a. pemyataan tanggungjawab belanja, clan 

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempaL 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Carik berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleb Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b. menguji kebenaran perhirungan tagihan etas beban 

APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleb Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

(4) Petinggi menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan 
hasil verifikasi yang dilakukan oleb Carik. 

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan 
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan 
persetujuan dari Petinggi. 

Pasal 56 
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Pasal 60 
( 1) Peneriroaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 buruf a digunakan 
untuk: 
a. roenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 
b. mendanai kegiatanyang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimaoa d.imaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya 
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan dalamAPBDesa tahun anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan 
yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancangan DPA untuk disetujui Petinggi menjadi OPAL 
untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggara.n dalam 
mengajukan rancangan D?A sebagaimana dimaksud pada ayat 

Arus kas rnasuk dan arus kas keluar sebagaimana d.imaksud 
dalaro Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalaro Pasal 27 dan Pasal 28 diaoggarkan dalam 

APBDesa. 

ket.entuan peraturan perundangan mengena; petpajakan yang 

berlaku. 
(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 

pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa 

sebagairoaoa climaksud pada ayat (l). 
(3) Pemotongan pajak sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) 

meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, 
barang/ jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajlb menyetockan seluruh penerimaan pajak 
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

1'asal 59 



Pasal 63 

(1) Penatausahaao keuangan di1akukan oleb Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 62 

(1) Penyertaao modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf b dicatat pada pengeluarao pembiayaan. 
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli 
Desa. 

(1) Pencairan dana cadangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
27 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 28 huruf a dicatatka.n dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan 
dalam rekening kas Desa. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan lain diluar yang telab ditetapkan dalam Peraturao 
Desa mengenai dana cadangao. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Desa sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) dilaksanakao 
apabila dana cadangan telab rnencukupi untuk melaksanakan 
program dao kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (4) 

dianggarkan pad a penerimaan pembiayaao dalam APBDesa. 

pe.laksanaan kegiatan dan anggaran kepada Petinggi paling 

lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. 
(6) Cari1c menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan 

yang akan disahkan dalam OPAL. 
(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan 

yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran 
ber:ikutnya. 

Pasal 61 



..r:--.:....: -t .. t. n .. ...:--· 

(1) Pen.geluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK 

Desa yang telah. disetujui oleh Petinggi. 
(2) Pengeluaran atas beban A.PBDesa untuk kegiatan yang 

dilakukan secara swakelola dikeluarkao oleb Kaur Keuangao 
kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggarao atas dasar 

DPA dan SPP yang diajukao serta telah. disetujui oleh Petinggi. 
(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 

cl:ilakukan melalui peoyedia barang/jasa dikeluarkan. oleb Kaur 
Keuangan langsuog kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP 

yang diajuk:an oleh.Kasi pelaksana kegiatan anggarao dan telab 

Pasal 65 
Penerimaan Desa dlsetor ke rekening kas Desa dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleb Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten, 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau 

kantor pos oleb pihak ketiga; dao 
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh 

dari pihak ketiga. 

(2) Peoarausahaan sebagaimana dunaksud pada ayat ( l) dilakuka.n 
dengan mencatat setiap penerimaan dao pengeluaran dalam 
buku kas umum, 

(3l Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditutup setlap akhir bulao. 

Pasal64 
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu .kas umum 

yang terdiri atas: 
a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pembantu paojar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a rnerupakan catatao penerimaao dan pengeluaran 
melalui rekening kas Desa. 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan 

pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan catatan pemberian dan 
pertanggungjawaban uaog panjar. 

Pasal 66 



Pasa.l 69 

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dlrektur JenderaJ Bina 
Pemerinraban Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus 
tahun berjalan, 

Pasa.l 68 

(I) Petinggi menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
semester pertama kepada Bupati melalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl dari: 
a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 
(3) Petinggi menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa.l 57 paling Jam.bat minggu kedua bulan 
JUll tahun betjalan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur 
Keuangan kepada Carik -paling lambat tanggaJ 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya. 

(2) Carik melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ). 

(3) Carik melaporkan basil veriflkasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlsampaikan kepada 
Petinggi untuk disetujui. 

(41 Pelgeluaran 'atas beban APBDesa umuk belan:ja pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui 
oleh Pennggi. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi 
pengeluaran dan kuiransi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasa.167 



Pasal 72 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 

diinfonnasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 
(2) lnformasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 
a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan reaJisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e, alarnat pengaduan. 

Pasal 71 
(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negerl melalui 
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lam.bat 
minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 

Pasa1 70 
( l) Petioggi menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa kepada Bupati melalui carnal setiap akhir tahun 
anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disarnpaikan paling lambat 3 (tiga) buJan setelah akhir 
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan: 
a laporan keuangan, terdiri atas: 

1. laporan realisasi APBDesa; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa. 

Bagian Kelima 
Pen:anggungjawaban 



BAB VT 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 75 

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan 
biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa induk 
berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai 
ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya 
sebagairnana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
penjabat Petinggi Persiapan. 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional 
dan biaya lainnya sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan kctentuan peraturan 

perundang-undangan. 
Pasal 76 

Kerugian Desa yang terjacli karena adanya pelanggaran 
administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 77 
(1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat Ini rnasih berjalan 

Pasal 73 

Format Kode Rekcning, Peraturan Dcsa tentang APBDesa, DPA, 

DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan 

Pcrkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, 
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
OPAL, Buku Kas Umum, Buku Pernbanru Kas Umum, Kuitansi, 
Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, dan Laporan 
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

BABV 

PEMBlNAAN DAN PENGA W ASAN 
Pasal 74 

(1) Bupati membina dan rnengawasi. pelaksanaan pengelolaan 
keuangan Desa yang dikoordinaslkan melaluiAP!P. 

(2) Camat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan rnasing 

masing, 



LJPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 53 . 

Diundaogkan dJ Jepara. 
pada tanggal 3 Desember 2018 

SEKRETARlS DAERAH KABUPA'l'EN JEPARA 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
J/,flATAN PAAAF 

Seki Etan, O~!!it!l1 -If- 
A!.L·_f!n I 
••t:j:" ,.i 8.__ . ., . r u; 
K ... ~~·1;;;.J ,I\\ u .... 
Kr,p~ra SKFO Pef1llc'1lU1 • /. 

BAGIAN FfUKUM, 

BERlTADAE 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 3 Oesember 2018 

dalam Serita Daerah Kabupaten .Jepara. 

penempatannya 

Pasal 79 
PeraturanBupati ini mulal berlaku pada tanggal cliundaogkan. 

BAB VITI 

PENUTUP 
Pasal 78 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa sebagaimaoa telah diubah dengan Peraturan 
Bupati .Jepara Nornor 37 Tahun 2015 tentang perubahan atas 

Peratu.ran Bupati Jepara Nomor 12 Tabun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangao Desa dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku, 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa scbaga,roana 
telah diubab dengan Peraruran Bupari Jepara Nomor 37 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
(2) Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sebagalmana diatur 

dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBDesa 

Tahun Anggaran 2019. 

memerintahkan mengelahuinya, 

Bupati ini dengan 
Agar setiap orang 

pengundangan Peracuran 



Kodc Rckening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

1 SIDA.NG PENYELENGGARAAN PEMERDITAHAN DESA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang 

digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemeriruahan Desayang 

mencakup: 
SUB BlDANG PENYEI.,ENOOARAAN BEi.ANJA PENOHASILAN TETAP1 TUNJANGAN 

1 l DAN 
OPERASIONAL PEMERlNTAHAN DESA (MAKSIMAL. 30 % UNTUK KEGIATAN 1-7) 

1 1 01 Penyediaan Pcnghasllan Tetap dan Tuojangan Pctinggi 

l l 02 Penyediaan Penghasilan Terap dan Tunje.ngan Perangkat Desa 

1 I 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petingg.i den Perangkat Dcsa 

1 l 04 Pcnyediaan OperasionaJ Pemerintah~Dcsa {ATK, Honorarium PKPKD den PPKD. 

perlengkapan perkantora:n, pakalan dinas/atrlbul, llstrikftclpon, dll) 

l 1 05 Pc.nyediaan Tunjanga.n BPD 

1 J 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-rninum], perlengkapan 

perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon. dll) 

1 1 07 Penyediaan lnsentif/Operasional RT /RW 

1 1 90 Pperasional Perkantora.a:; 

l 1 91 Pemberlan pengha.rgaan pnrna tugas Petingci, Perang.lcat D-. dllll BPD 

l 1 92 "enyedlaan Tamhahan Tw>.janga.o. Petbigg:I 

1 1 93 >enyedlaan Tamhahan Twljllllg&n Perang.lcat Desa 

1 1 94 Peny&dlaan Tuuifanpn Tamhahan Penebaoilan Petinggi 

1 1 95 "euyediallll Tuuifimga.n Tambahan Pengbadlan Perang.lcat Desa 

1 1 96 •enerlmaan Lain Petinggi dan Pera.neat l>esa 

l 2 SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DE&\ 

1 2 01 Pcnycdiaan sarans (ascl temp) pcrkantoran/pemcdntaban 

1 2 02 Pcmc:libaman Gcdung{Prasarana Kanmr Ocsa 

A.I. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiaran 

A. Format Kode Rekening 

LAMPfRAN 

l'ERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR .. 5.2TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 



~ '! 03 Pl::mbangunan{Rcbab~ Pening""'"" Oedung;Prasarnna KantDrDesa.,. 
1 21 90 Pemba:np.a.an SU'IID& daA pn••r•aa k:aator Desa. 

1 2 91 ~emh•nl'Ul&J1 sa:raa.a cla:a._ pruara.na. Bahtl Desa; 

l 2 92 IPengelolaan Aset D.,..; 

l 2 93 Pexnberi:an l.dn -penggu:nu..o_ 1e~ perlemllan atau Balai Desa; 

1 2 94 Peugelolaaan Pungutan "Desa non aulmlnl.strad; 

1 2 95 Pemell.haraan aarana dan prasan:na Aparatur Desa; dan 

SUB BIDANO ADMINISTRASJ KEPENDUDUKAN, PENCAl'ATAN SIPIL, STATISTIK 
l 3 DAN KEARSfPAN 

I l 3 OJ Pelayananadmlnistrasi umum dan kependudukan (SuraL Pengantar/Pclayanan 
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Kcluarga, dll) 

l 3 02 Pcnyusunan/Pcndataan/Pemutakhiran ProlTI Dcsa (profil kcpcndudukan dan 
potensi desa)0 

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearslpan pcmcrintahan desa 
1 3 04 Penyuluhan dan Peayadaran Masyarakal lentang Kependudukan dan Pencatatan Sip 
l 3 05 Pemetaan dan Analisis Kcmiskinan Desa secara Partisipatif 

Fasilltasi penycbarluasan informasi bursa tenaga kcrja/ penyelenggaraan pelatihan 
l 3 90 tenaga kerja/ pendaiaan pcndudu.k dan pengklasifikasian tcnaga kerjaDesa: 
I 3 91 Pcnyelenggaraan Arsip Desa; 
I 3 92 Pendataan Ocsa; 
1 3 93 'Clayanan registrasi kependudu.kan dan pencatatan sipil tingkat Desa; 
1 3 94 -emantauan kewaspadaan dini rerhadap tcrjadinya kejadian luar biasa: 
l 3 95 Pengelotaan data dan tnformasJ kebencanaan berskala Desa.; 
l 3 96 >cngembangan Jaringan infonnasl dan komunlkasl Desa dan an tar Dese; 

l 3 97 'Cmbentuk.an dan Iasiliiasi tim Pendataan Pcnduduk Misldn; 

SLJB BlD/\NG TATA PIWA PEMER[NTAIIAN, PERENCANMN, KEUANOAN DAN 
1 4 PELAPORAN 
l 4 01 Pcnyelenggaraan Musyawarah Percncanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 

Musrcnbangdes/Pra·Musrenbangdcs, dll., berslfat reguler) 
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rem bug warga, dJI., yang 

bersifat non-reguler sesual kebutuhan desa) 
1 4 03 Penyusunan Dokumen Percncanaan Ocsa (RPJMDcs/RKPDc.s.dll) 

Penyusuaan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDcs Perubahan/ LPJ APBDes, 
1 4 04- dan seluruh dokumen terkaitJ 
1 4 05 PengeJolaan/ Administrasiflnven!Brlsasi/Penileien Asel Desa 

Penyusunan Kebijakan Desa (Perclcs/Perlrades, dlJ - dlluar dokumen Rencana 
1 4 06 Pem bangunan/ Kcuangan) 

Penyusunan Leporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporen 
1 4- 07 akhlr tahun anggaran, Japoran akhir masajabatan, laporan keterangan akhir tahun 

anggaran, lnformasi kepada masyerakat) 
1 4 08 Pengembangan Sistcm tnformasi Desa 

ICoordinasi/Kcrjasarna Pcnyclcngganmn Pemcrintnhan dan Pembangunan Desa 
1 4 09 (Ancar Desa Kccamal8J1/ Kabupacen. Pihak Ketiga. dll)- 



Dukungan Pelaksanaan dan Sosiallsasi Pilkades. Pemilil1an Kepala Kewilaynhan dan 
l ~ 10 P=tllihan BPO (Yang menjadi wewenang Desa] 

Penyelenggaraan Lomba antar kcwilayahan den pcngiriman kontingendaJam 
1 " 11 mengikuti Lomba Dcsa 
l 4 90 >enyclenggaraan Adminlstrasl Pcmcrlntahan Dcsa; 
l 4 91 "eogclolaan !nformasl Oesa; 
l 4 92 "enye.lcnggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Dcsa: 
J 4 93 Pembentukan organlsasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakataa Desa; 
I 4 94 "engis!an/Penjaringan (Pcnyarlngan Petlnggl den BPD .. , 
I 4 95 Penyelenggaraan Pemilihan Pctlnggl Anter Waktu; 
l 4 96 Pengislan, penetapan, mutasi den pemberhentian Pcrangket oese, 
l 4 97 ~siallsasi berbegai peraruran perundang-undangan di Lingket Desa: 

l 5 SUB BIDANO PERTANARAN 
I 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
l 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda 

Pertenahan) 
1 0 03 F'asilitasi Sertifikasi Tanah untuk MasyarakaL Miskin 
1 5 04 Medias! Konflik Pcrtaoaban 
l 5 05 Penyuluhan Pertanahan 

1 5 06 Administrnsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
l 5 07 Penentuan(PeD<'gasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Ocsa .. 
1 5 90 Penetapan den penegasan betas Desa; 
l 5 91 Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa; 
1 :, 92 Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa; 
J 5 93 Pcmbcrien izin hak pengelolaan alas tanah Desa; 
1 5 94 c'ellgelolaan Tanah kas Desa: 
l 5 95 "anah Bcngkok; 
l 5 96 "Cngelolaan tanah titisara; den 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bidaag Pelak:sanaan Pembangunan Desa berisl sub bidang dan kegiatan dalam 
pcm bangunan pcndidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pcm bangunan tidak bernrti hanya pembangunaa secara fisik akan tetapi juga 
tcrkait dengan pcm bangunaa DOD llsik seperti pengembangan den pem binaan, 

2 I SUB BIDANO PEN"DrDIKAN 
2 L OJ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-f?o1mai Millk Dcsa"" 

[Barrtuan Honor Pengajar, Pakaian.Seragam, Operasional, dst) 
l 02 Dukunga:n Penyelenggaraan PAUD [APE. Saraoa PAUD. dst) 

2 l 03 Pcnyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakac 
2 l 04 Pe.mcliharaan Sarana dan Prasarana Perpusmkaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar 

Bclaier Millk Dcsa - 



I Pcmdiharaan Sarana dan Prasarana.PAUD/TK/TP,\jTKA/TPQ/Medra.sah Non- 
" I 05 Formal Millk ocsa- 

1 l 06 
Pcmbangunan/Rchabilltasl/Peningkatan/Pcngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Mllik Dess"" 

2 1 07 Pcm bangunan/Rehabil!tasl/Peningkatan Samoa Prasarana Perpustakaao/Taman 
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Mllik Desa:'* 

2 l 08 Pcngelolaan Perpustakaan Millk Dcsa (Pcngadaan Buku-buku Bacaan, Honor 
Penjaga untuk Pcrpustakaan/Taman Bacaan Dcsa) 

2 1 09 Pcngembangan dao Pembioaan Sanggar Scni dao Belajar 
2 l 10 Dukungan Pcndidikan bag! Siswa Miskin/Berprestasl 
2 l 90 Pengemhangan clan pembinean sanggar sen! dan bclajar; 

Pengadean/pembangunan/pengcmbangan/pcmct!harean sarana prasarana bangunan 
2 1 91 Pendldlka.n Anak Usla Dlnl/buku/wahana permainan anak di Pcndidikan Anak Usia 

Dlnl/peraJatan bclajar PtndldlkanAnak Usia DlnJ lainnya'"; 
Pengadaan/pcmbangunan/pengernbangan/ pemeliharaan saran a prasarana taman 

2 1 92 belajar Jreagarneen/buku/bahan bacaao/ Pengelolaan perpustakaan Dess dan taman 
bacaan••: 
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pcmcliharaan sarana prasarana balaJ 

2 I 93 pelatihan I kegiatan belajar masya:rakat/ sanggar seni/ film dokurnentcr / peralatan 
kesenlan=: clan 

2 2 SUB BIDANO KESEHATAN 
Pcnyclenggaraan Pos Keschatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa [Obat-obatan; 

2 2 01 Tambahan lnsentlf Bidan Dcsa/Pcrawat Dcsa: Penyediaan Pelaya.rum KB clan Alal 
Kontrasepsl bag! Kcluarga Miskin, dstJ 
Penyelcnggaraan Posyandu (Makaoan Tambahan, Kclas [bu Hamil, Kclas Lanaia, 

2 2 02 
lnsentif Kader Posyandu) 

2 2 03 
Peoyuluban dan Pelatlhan. Bidang Kcscbatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kcschatan, Kader Kesehatan, dll) 

2 2 04 Peoyelenggaraan Desa Siaga Kesebatan 
2 2 05 Pembioaan Palang Mcrah Remaja (PMR) tingkac desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama aiau Bina Keluarga Belita (BKB) 
2 2 07 Pemblnaan den Pengawasan Upaya Kesenatan TradisiooaJ 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindcs/PKD 

PernbangunanfRehabilitasi/Peniogkaian/Pengadean Sarana/Prasarana 
2 2 09 Posyandu/Polindcs/PKD •• 

Pengadaan/pembangunan/pengembaogan/ pcrneliharaan Sarana dan Pr asaran a 
Kesehatan/ Air Bersib /sanltasi/kebcrslhan llngkungan/jambanlsasi/rnandi. cuct, kakus 

2 2 90 MCKJ .. ; 

2 2 ~cngadaan/ pcmbaogunan/ peogembangan/ pemeliheraan sarana prasarana mobil/kapal 
91 motor untuk ambulance Desa .. ; 

2 2 92 Pengadaan/pembangunan/peogembangan/ pemellharaan sarana prasarana alat bantu 
oenyandang disabilltas/pantl rehabllltasl penyandang dlsabllh:a.s .. ; 
Pengadaan/pcmbangunan/pengcrnbanganf pemeliharaan saran a prasamne belai 
:>engobatan/ posyaodu/ posk:esdcs/ pollndes/ posbiodu/ reagen rapid res kid unruk 

93 mcnguji sampel-sampel makanan .. ; dan 
Pengadaanfpembangunanfpcngembanganf pemeliheraaD Sarana dan Prasarane 

2 2 94 Keschalan/ Air Bcrsih /sanitasl/keberslhan Un~{jru:nbanlsasi/rnandl, cuct, kakus 
MCKl ": 



'engadaan/pembangunan/pengembangan/pemebllaraa:;. w.z::a ;:.:: .a•• JDOba/'--1 1 1 95 motor untuk ambulance oesa-; 
'engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sa:e•c• .-a-a,+ -.i bantu 

2 2 96 oenyandang disabllitas/panti n:habilitasi penyandang dcsabc!w;is- 

2 3 SUB BIDANO l't,Kt,RJAANUMUM DAN PENATAAN RUANO 
2 3 01 Pemctiharaan Jalan Dcsa 
2 3 02 Penu:Ubaraan Jalan Llngkungan Pe.nnukiman/Oang 
2 3 03 Pemcliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemellharaan Jcmbatan Milik Desa 

Pemeliharaan Prasarana Jalan Oesa (Oorong-gorong, Sc!okan. Box/Slab Culvert 
2 3 05 Drainase, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Gedungf Prasarana Balai Dcsa(Balai Kemasyarakatao 
2 3 07 Pemctiharaan Pemakaman Milik Dc:sa/Situs Bcrsejarah Milli< Desa/Petilasan Millk 
2 3 08 Pemellharaan Enibung Mllik Desa 
2 3 09 Pemelihaman Monumcn/Oapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa. - 

2 3 I I 
Pcmbangunan/Rehabilitasi/Pcningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 
Pcrmukiman/Gang .. 

2 3 12 Pembangunan(Rehabilitasl/Pcningkalan/Pengerasan Jalan Usaha Tani "" 
2 3 13 Pembangunan/Rchabilitasi/Pcnlngkatan/Pengerasan Jcmbatan Milik Desa v' 

Pcmbangunan/Rehabilitasi/Pen:ingkatan Prasarana Jalan Desa (Oorong-gorong, 
2 3 14 Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jal.an lain) - 
2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Pcnlngkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan- 

2 3 16 
Pembangunan/Rehabilit:asi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah 
Millk Desa{Petilasan 

2 3 17 Pcmbuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa .. 
2 3 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan(Rehabilitasi(Peningkatan Embung Desa,.. 
2 3 20 Pcuibangunan(Rchabilitasl(Peningkalan Monumcn/Oapura/Batas Desa .. 

Pembangunan/pemellharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irlgasi/cncrgl baru 
2 3 90 den tcrbarukan/ pembangkit tistrik tenaga mlkrohidro/lapangan Desa / taman 

Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa=; 

2 3 91 Pembangunan/pemcllharaan saran a den prasarana flsik kantor/fisik 
lSosiaJ/Ma.syarakat/PenengguJangan Bencana Alam''; 

2 3 92 Pembengunen/ pengembangan/ pcmcliharaan/ pcagelolaan sarana dan prasarana pasar 
Dcsa": 

2 3 93 Pembentukan/pengembangan Sarena dan Prasarana BIJM Ocsa/penguatan pcnnodalan 
BUMDesa"; 

2 3 94 tccmbangunan/perba.Dran/pengelolaan bendungan skala kecil / embu ng Dcsa/trigasi 
Desa/lumbuog Desa/lumbung Ousun/jalan sawab/gubuk perianian= 

pembangunan kolam ikan dan pcmbenihan ikan/perahu penangkap tkan tempat 
2 3 95 pelelangan lkan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage fgudan1 

pcndlngin)/gudang penylmpan sarana produksf (saproUltlJ I tempat pclelangan 
kan/lanlbak garam=: 
0cmbangunan(Pengadaan/pengembangan/pemcliharaan samna den praserana J~ 

2 3 96 lndustri Kecll/lllllusui rumen i.angga/mesio jahit/pcmlalan bcngkel kend 
bem!otor/mcsln bubut unruk mcbelcr, /pcmasanm produk Desa/ pasar sayur/ pa.saij 

/toko online/gudang bemog-; dan 



2 4 SUB BIDANG KAWASAN PERMUKJMAN 

2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembanguoan/Rchab Rumah Tidak La.yak Huni 
(RTL,H) GAKIN [pernetaan, validasi, dll) 

2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Mitik Desa 

2 4 03 Pcmcliharaan Sumbcr Air Bcrsih Mfllk Oesa (Mata Air /Tandon Penampungan Air 
Hujan/Sumur Bor, dU) 

2 4 04 Pemelihaman Sambungan Air Bcrsfh ke Rumab Tangga (pipanisasi, dll) 

2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Oorong-gorong, Selokan, Parit, dll., dlluar 
prasaranajalan) 

2 4 06 Pcmeliharaan Pasilitas Jamban OmumfMCK umurn. dll 
2 4 07 Pcmeliharaan Fasilhas Pengclolaan Sampah Oesa/Permukiman (Penampungan, 

Bank Sampah, dll) 
2 4 08 Pemcllha.raan Sistem Pembuangan Air Limbah (Orainasc, Air llmbah Rumah Tangga} 
2 4 09 Pemellharaan Taman/Taman Bennain Anak Mllik Oesa 
2 4 10 Pembangunan/RehablU!asi/Peningkatan Sumur Resapan - 

2 4 
Pembangunan/Reha'bilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 

L I Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) .. 

2 4 
Pembangunan/Rehabillt.asijPeningkatBn Sambungan Air Bersfh ke Rumah Tangga 

12 (pipanisasi, dll) .. 

2 4 
Pembangunan/ Rehabilitasl/Pcningkatan Sanil:as:J Perrnukiman (Oorong-gorong, 

13 Selokan. Pruit, dll., diluar prasaranajalan} - 
2 4 1'I Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasllitas Jam ban Umum/MCK umum, dll .. 

2 4 15 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
Oesa/Permukiman (Penampungan, Baok Sampah, dll)- 

2 4 16 
Pembangw:ian/Rehabilftasi/Peningkatao Sistcm Pembuangan Air Limbah [Drainase, 
Air limbah Rumah Tanggaj•• 

2 4 17 Pcmbangunan(RehabllitasljPeningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mllik Ocsa.- 

2 4 90 Pembanguoan/Rebabilitasi rumah layak huni/ rumah sebat untuk fakir 
miskio-*· • 
Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permu.kiman masyaraka 
Desa/peoerangao linglrungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ 

2 4 91 selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak 
sampab /pengadaan kendaraan pengangkut sampab/peogadaan me sin 
pengolah sampah=: 

2 4 92 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkeoa bencaoa alam; 

~ebabilitasi dan rekcnstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
2 4 93 bencana alaro; dan 

2 4 94 
Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sebat untuk fakii 
lmiskin**· ' 
Pembangunan sarana dan -prasarana lingkungan perrnukiman masyaraka · 
Desa/pe-nerangan lingkuogan pem ukiman / pedestrian/ drainase Desa/ 

2 4 95 lse.lokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaao gerobak 
lsarnpah/pengadaao kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesio 
oengolah sampah=; 



2 4 96 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
2 4 97 bencana alam; dan 

2 5 SUB BIDANG KEHUTANAN DAN 1.JNGKUNGAN BIDUP 
2 5 01 Pengelolaan Butan Milik Dcsa 
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 

2 5 03 
Pelatihan[Sosialisasi{Penyuluhan/Pcnyadara.n rentang Lingkungan Hidup den 
Kehutanan 

2 5 90 Peng)liJauan/ pelestarian Iingkungan hidup'"; 
91 Pembangunan/pemcllharaan raman Desa-; 

2 5 92 Perawatan air bawah tanah/ perJindungan mata air/kolam untuk mata air••; 

93 Pembuatan teraser.ing/pembersihan daerah allTIIII sungai/plesengan sungai=: 

2 5 94 •enanganan kebakaran hutan dan lahan/penoegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan 
::va.kuasi dalam bencana gunung bc.rapi gedung pengungslan=: 

2 5 95 Pcngadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah .. ; 

2 5 96 Pengelolaan usaha nutan Desa; 

2 5 97 Pembibitan tanaman panganypenggtllngan padl/pengadaan saprodl/pembu.kaao lahan 
pertanian / percetakan lahan pertanian ••; 
Pcmba:ngunan sarana clan prasarana usaha pertanian/ pengolahan hasi1 

2 5 98 pertanian/produksl usaha pertanian untuk ketahanan pangan clan usaba pcrtan.ian 
berskala produktif tingkat .Desa/ pcmasaran produksi pcrtanian .. ; dan 

2 6 SUB BIDANG PERBUBUNGAN, KOMUNTI<ASl,~DAN INFORMATIKA 

2 6 Ol Pcmbuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 

2 6 02 Penyelenggaraan lnfoanasi Publik Desa (MisaJ : Pembuatan Poster/Balibo lnformasi 
penetapan/LPJ 1\PBDes unt:uk Warga, dll) 

2 6 03 
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunlkasi dan lnformasi Lokal 
Desa 
Pembangunan/Pengernbangan / pemelibaraan saran a dan prasarana 

2 6 90 transportasi/infonnasi/ komunikasi/tenninal Desa**; 

Dembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemellharaan ta.mbatan 
oerahu / jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara 

2 6 91 
oeanukiman ke wilayah pertaoiao/jalan Desa antara permukiman ke 
okasi wisata/ jembatan Desa/ gorong-gorong**; 

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemelibaraan jaringan interne 

2 6 92 untuk warga Desa/website Desa/ peralatan pengeras suara 
(lou.dspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSBJ **; dan. 

2 7 SUB BIOANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
2 7 01 Pemelillarnao Sarena dan Prasarana Enc:rgf Alrematif tingkal Desa 

2 7 02 
Pembangunan/Rehabilitasi/Pcningkamn Sarena dan Prasarana Energi Altcmatif 

tingkat Desa - 



I Pengadaan/pembangunanfpengembanganfpemeliharaan sarana clan 
orasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga 

2 7 90 hidro/pembangkit Iistrik. tenaga diesel/pembangkit listrik tenags 
ma_tahan/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan dlstribusi .A..,gnn - 
listrik:""; 

2 7 91 Pembangunan sa.rana dan prasarana Teknologi Tepat Guna; 

Peagadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ 
2 7 92 penepung biji-bijian/pencacab pakan tema/saagrai/ pemotong/pengiris 

bush dan sayuran/pompa air/traktor mini**; dan 

2 7 93 Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang 
ternak=. 

2 8 SUB BIDANG PARIWISATA 
2 8 01 Pemellharaan Sara.na dan Prasa.rana Pariwisata Milik Desa 
2 8 02 Pcmbangunan/Rehabilitasi/Peningkaien Sarana den Prasarana Pariwisata Mil!k 
2 8 03 Peagembengen Pariwisata Tinglcat Desa 

2 8 90 Pengadaan bpembangunan/ pengemban,an/ pemeliharaan sarana dan 
prasarana esa wisata/ pondok wisata panggung hibu~ kios 
cenderamata/kios warung makan/wabana permainan an /wabana 
permainan outbound/ taman / tempat penjuaJan tiket/rumah 
penginapan / angkutan wisata 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYA.RAKATAN DESA 

Bidang pcmbinaan kcmasyarakatan berisi sub bideng dan kegiatan untuk 
mcningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lcmbaga kcmasyarakatan 
desa yang mendukung proses pcm.bangunan desa yang mcncakup: 

3 I SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELlNDUNGAN 
MASVARAKAT 

3 l 01 Pengadean{Penyelenggarean Pos Kcamanan Desa (pcmbangunan pos, pengawasan 
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) - 

3 L 02 Penguatan den Peningkatan Kapasitns Tenaga KeamananfKeterti.ban oleh 
Pcmerint:ah Desa (Satiinmas desa) 

3 L 03 Koordinasi Pembinaan Kctentraman, Ketertiban, dan Pcllndungan Masyarakal 
(dcngan masyarakat/insta.nsi pemcrlnt:ah daerah, dll) Skala Lokal Desa 

3 l 04 Pelatihan Kcsiapsiagean/Tanggap Bcncana Skala Lokal Desa 
3 l 05 Penyediaan Pos Kcsiapsiagaan Beneana Skala Lokal Desa I 

- 3 I 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
3 l 07 Pelatihan/Pcnyuluhan/Sosiallsasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum den 

Pelindungan Masyarakat 
3 I 90 Pembinaan keamanan dan ketertlban; 
3 L 91 Penyelenggaraan ketentraman dan keteniban; 

~ -- - -- Memelihara perdamaian, menangani, konflik dan melakukan mediasi di 
3 l 92 Desa; 

[3 L 93 Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan.l 



-- l{eluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, penclicfikan 
ian kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakat:ar: 
Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya: 

3 1 94 Pembentul<an tim keamanan Desa; 

3 1 95 Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa; 
Fasilitasi keikutsertaan rum ab tangga mi skin dalam program keluarga 
berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga mi skin/ bantuan 

3 L 96 pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskirr=: clan 

Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap 
3 l 97 oelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat*". 

I 
3 2 SUB BIDANO KEBUDI\YMN DAN KEI\GAMMN 

3 2 01 Pcmbinaan Group Kcsenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kcscnian dan Kebudayaan scbagai Wak:U Dcsa di 
Lingl<a.L Kecamatan dan Kabupaten 

3 2 03 Penyclenggaraan.Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan 
harikcmerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

3 2 04 Pcmeliharaa.n Sarona clan Prasara.na Kebudayaan/Rumah l\dat/Keagamaan Milik 
Desa- 

3 2 05 Pembangunan/RehabiUtRSi/Penlngkatan Sarana dan Prasarana 
3 2 Kebudayaan/Rumab Adat/Keagamaan Milik Desa ** 

3 2 90 Pernbinaan kerukunan umat beragama; 

3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 

3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 

3 2 93 Penangaoan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk; 

Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 
3 2 94 ketenagakerjaan; 

Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh clan kegiatan yang bersifal 
3 2 95 sostal serta kegiatao keagamaan; dan 

Penyiapan data kependudukan yang berkaitao dengan ketenagakerjaan, 
ransmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang 

3 2 96 cacat, kelahiran dan kematian. 

3 3 SUB BJDI\NG KEPEMUDAAN DAN OLI\H RAG/\ 

3 3 01 Pengiriman Konlfugen Kcpcmudaan dan Olah RagascbagaiWaldl Desadi tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten 

3 3 02 Penyelenggaraan peladhan kcpemudaan [Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan 
Kcbangsaan, dll) tingkai Desa 

3 3 03 Penye1enggaraan Pestival/ Lomba 1<epemudaan dan Olahraga tingkat Desa 

'3" 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana l{e-pemudaan dan. Olah Raga Milik Desa"" 

Pembangunan/Rebabiliras1/Pcni:agkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 
3 3 05 Olah Raga M1lik oesa- 

~ ~ n, ~-'I....!.----~ ___ ,...-·- n.rr. •""'- .,-_.,...._ ... ..e - 171 •• "1,,. n,_1,, -- 



4 I 04 Pembangunan/RehabilitasifPeningkatan Pelabuhan Perikanan Sungal/Kecil Millk 
Dcsa'" 

4 I 05 Bantuan Pcrikanan (Bibil/Pakan/dst) 
4 L 06 Pelatilum/Bimtek/Pengenalan 1'ekonologi 1'epat Guna untuk Perikanan 

Darat/ Nelayan •• 

4 I 90 Pelatihan perikanan / kelompok nelayan •; clan 

Rehabilitasi lahan gambut/ pembersihan daerah aliran sungai/ 
4 L 91 pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang". 
4 2 SUB BIDANG PERTANJAN DAN PETERNAKAN 

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pcngolahan pertanian, 
4 2 01 

pcnggilingan Padi/Jagu~ dll) 
4 2 02 Pc:ninglauan Produksi Pcternalcan (Alal Produksi dan pcngolahan peeemakan. 

3 3 90 Pembinaan pemuda clan olab raga; 

I 3 3 91 Pembinaan ana.k usia dini; 
- 

3 3 92 Peningkatan sarana dan prasarana olab raga; 
3 3 93 Pengadaan sarana dan prasarana olab raga; 
3 3 94 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olab raga; 
3 3 95 F'asilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; clan 

3 3 96 Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa. 

3 4 SUB BIDANG KELEMBAOAAN MASYARAKAT 
3 4 01 Pem binaan Lem baga Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM{LPMD 
3 4 03 Pembina.an PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lcmbaga Kemasyarakatnn 
3 4 90 Sistern organisasi mayarakat adat; 
3 4- 91 Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa; 
3 4 92 Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan; 
3 4 93 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; clan 

Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ 
3 4 94 pembinaan lembaga dan hUkum adat/pengembangan peran masyara.ka1 

Desa**. 

4 BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKATDESA 

BidangPemberdayaan Masyarakatmencakup sub-bidang dan kegiatan yang 
diarahkan untuk meningkat.kan pemahaman, kapasitas masyarakat daJam 
meningkat.kan keseiabteraan rnaayarakat, yang mencakup: 

4 L Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pcmcllbaraan Kammba/Kolam Perikaoan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pcmellharaan Pclabuhan Pcrikanan Sungai/Kecil MiUk Desa 

'1 1 03 Pcmbangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Pcrikanan Oaral Milik 
Dcsa'" 



0enguatan kesiapsiagaan masyarakat Cesa dalam mengbadapi bencana/ 
98 penyediaan layanan infonnasi tentang bencana alam/pelatihan 

lrpc::i,.n<:iRUAAn mA<:\•ArnkAt dalam menzhadani bencana al.am/ pelatihan 

Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan uni· 
oengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa 

97 
untuk penyelesaian masalab secara rnandiri oleh Desa/ pengembangan 
kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian rnelalui pembentukan dan 
fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan huku:m kepada warga 
masyarakat Desa=; dan 

4 3 

i 

Peogembangao sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepads 
lmasyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalarr 

96 Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 
pertanggungiawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ 
oengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa(Profil Desa/sistem 
informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**; 

Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem adminlstras 
keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan 

95 
keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaras 
musyawarah Desa/ pendampiogan masyarakat Desa melalu 
nembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yan1 
diselenggarakan di Desa**; 

Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan, 

94 
orogram/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan 
dan penyusunan potensl dan aset Desa/proiiJ Desa/data Desa/peta ase 
Desa'"; 

0emberdayaanmasyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
dernokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat 

93 Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaarr 
Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desal 
-Jan/ atau balai rak-yat*"; 

92 Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Petinggi, Perangkal Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa**; 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

91 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader 
pernberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa=; 4 3 

90 Pelatihan bagi Petinggi/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa**; 
4 3 03 Peniogkatan kapasltas BPD 

I 4 3 

4 3 02 Peningkatan kapasuas perangkat Desa 
4 3 0 l Peningkatan kapasitas l'etinggi 

I 4 3 Sub Bldang Pcningkatan Kapasitas Apamtur Desa 

4 2 92 Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon Iangka/rebolsasi'", 
91 Pela.tihan kelompok tani; dan 4 2 

05 Pelatihan/Bimrek{Pengenalan Tekonologi Tepat Gunauntuk Per1Bnian{Petemakan • 

Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pert.anian 

90 
'untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasi 
produksi usaha penanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian 
tingkat Desa*; 

4 2 

4- 2 

04 Pemcllharan Saluran lrigasi Tersier/Scderhana 4 2 
03 Penguatan Kecahanan Pangan 'Nngkat Desa (Lum bung Desa, dlJJ 4- 2. 

kandang, dill 



:enaga sukarelawan unruk penanganan bencana alam =. 

4 4 SUB BIDANO PEMBERDAY-AAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN 
KELOAROA 

4 4 01 Pclannan/ Penyuluban Pcml.Jcrdayean Pcrcmpuan 
4 4 02 Pc:laHhan/Penyuluban Perlindungan Anal< 
4 4 03 Pclatihan dan Penguatan Penyandang Difabcl (penyandang disabilitas) 

Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan 
4 4 90 Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasllitasi kelompok perlindungan 

anak Desa/pembentukan dan fasllitasi forum anak desa**; 
Pemberdayaao masyara.kat berbasis gender dan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender /perlindungan korban kekerasan berbasis gender 

4 4 91 dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga=; 
Kampanye dan promos! bidup sehat guna mencegab penyakit seperti 
penyakit rnenular, penyakit seksual, Human Immunodeficiencg 
Virus/ Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosia, hipertensi, 

4 4 92 cliabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan' 
pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan 
Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan 
untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**; 
Pemantauan -pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untukl 

4 4 93 peningkatan gi,i bagi balita dan anak sekolah Zpengobatan un~, 
1ansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi ba · 
penyandang disabilitas'"'; 

Pelatihan, hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindung::J 
4 4 94 f\nak/peJatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa 

untuk pangan yang sebat dan amarr'"; 
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan 

4 4 95 masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayan.an kesehatan 
masyarakat/ penyediaan air bersih/ pelayanan kesehatan lingk:ungan**; 
Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insenti 

4 4 96 guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar 
keagamaan**; 
Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus sj 

4 4 97 oudaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/peJatihan pembua 
film dokumenter**; dan 

I 
Fasilitasi terbadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat 
miskin, perernpuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan 
sosial/pembe:rian santunan kepada keluarga fakir miskin/aoalisis 

4 4 98 cemialdnan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarab 
celompok warga rniskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
celompok marginal/penyusunan usulan kelompokwarga miskin, warga 
iisabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal'". 

I 
4 5 SUB BIDANO KOPERA.Sf, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 

4 5 01 Pclat:lhan Manajcmen Pl:ngeTolaan Kopera.si/ KUO/ UMKM 
4 5 02 Penaembanzan Sarana Pmsamna Usaha Mikro. K«il dan Meneneah serra Kont"rasi 



Pcrtanian 

" :, 90 Pemberdayaan ekonomi masyarakat; 
4 1s 91 Pemberdayaan usaha Kecil dan lndustri Rumah Tangga 

4 5 92 Pembentu.kan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ataul 
koperasi tingkat Desa: 

14 5 93 Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan rasilitasl pelaku usah4 
pariwisata di Desa; 

' Pemben!u.kan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ata~ 4 5 94 koperasi 

' Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produkl 4 5 95 unggulan kawasan perdesaan 
4 5 96 Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan**; 
4 5 97 Pembentu.kan usaha ekonomi masyarakat; dan 

4 5 98 Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi 
masyarakat=. I 

4 6 SUB BlDANO- DUKUNGAN PENANAMAN MODAL 
4 6 01 Pembcntukan BUM Desa (Pers1apan dan Pembentukan Awai BUM Dosal 

14 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) • 

4 6 90 Bantuan modal untuk kelompok ta.ni; 

4 6 91 Pelatihan Kewirausa:haan; 

4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaba ekonomi produktif perempuan/• 
kelornpok masyarakat misldrr=; 
Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasita1 

4 6 93 kelornpok pemuda/pelatihan kerja dan kettampilan bagi masyaraka 
Desa••; 
Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa 

I Bersama/penyen:aan modal Badan Usaha Millk Desa dan Zatau Badan 
Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik 

4 6 94 Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran 
hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi bunny. 
tingkat Desa/Pengembangan usaha Sadan Usaha Milik Desa/Badan 
Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha 
MH"· Desa dan usaha ekonomi lainnya**; 
Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman 

4 6 95 masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolaban air 
limbab**; dan 

4 6 96 Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan 
tambatan perah u **. 

4- 7 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRlAN 
4- 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
4- 7 02 Pembangunan{Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa{Kios milik Desa - 
4- 7 03 Pengembangan lndustri keeil level Desa 

4 7 04 Pembentuka:n/Fasmt:asi/Pelahnan/Pcndampingan kelompck usaha ckonami 

Pengadaan Teknologi Tepat Guna unwk Pcngmnbangan Ekonomi Pedesaan Non-~ 
03 4 5 



• = [Penambahan Kegiatan dltctapkan olch Kabuparen) 
,... = (unruk pcnamaan kegiatan. pilih salah satu sesuai keburuhan dcsa. misal : 

Pcmbangunan, am Reha:bllitasi, atau Peningkatan atau Pengerasan] 

'- - Pelatihan reknologi tepar guna/pengembangan ener~ 
terbarukan/pengolahan Lim bah peternakan untuk en erg' 

" 7 92 biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goren] 
bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angiri=; 

Sosialisasi Teknologi Te pat Guna/pos pelayanao teknologi Dess 
Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna 

4 7 93 .intuk produksi pertanian /-pengembangan sumber energi 
oerdesaan /pengembangan sarana transportasi dan 
<omunilcasi/pengembangan jasa dan industri kecil=: 

Pengernbangan dan peroanfaatan Teknologi Te pat Guna/ energi 

" 7 94 erbarukan/produk unggulan desa I produk unggulan kawasan 
berdesaarr'": 

Pengelolaan tempat pemandian umurri/air minum berskala Den/hu9 
4 7 95 Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri 

pengolahan tkan=; 
- 

Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dar 
4 7 96 penyewaan alat transportas.ifpengadaan clan penyewaan peralatan pesta=: 

dan 

Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan 
usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran basil 

4 7 97 usaha Sadan Usaha Millk Desa, usaha ekonorni masyarakat dan/atac 
koperasi/ kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan 
dengan pihak ketiga-*. 

p BLOANG PENANGGVLANOAN BENCANA, l<EADAAN DARIJRAT DAN MENDESA~ 

Bidang Pcnanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digu 
untuk kcgiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 

I 

5 1 SUB BIDANG PENANOGULJ\NGAN BENCANA I 
5 1 00 Pcnanggulangan Bencana I 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat I 
5 2 00 Keadaan Darurat 

o 3 Sub Bidang Kearlaan Mendesak. 

5 3 00 Kcadaan Mcndesak I 

. - 

7 4- 
I I produktif (pengrajln, pedagang. lndustri rumah tangga, dUJ - 

4 7 90 rengelolaan pasarDesa / usahajasa dan industri kecil tingkat Desa .. ; 

91 Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; 
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Dengan Kesepakara.n Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .•• (Nama Desa] 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

l. ; 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

a. behwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan seca.ra terbuka 
den. bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . .... termuat dalam Peraturan Desa ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan keburuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
eflsiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
dan kernandirian sehingga rnenciptakan landasan kuat dalam. 
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan rnenuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejah.tera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a den. huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendaparan dan l3elanja Desa Tahun 
Anggaran .... ; 

KEPALA DESA (NamaDesa), 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

KEPALA DESA .•... (NeroeDesa) 
KABUPATEN / KOTA (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATORAN DESA- .. (NamaDesa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

Mengingat 

Menimbang 

B. l. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
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Pasal 5 
(I) Pemerinrah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penangguJangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(ll menggunakan angga.ran jenis belanja tidak 
terduga. 

(3) Pemerintab Desa dapat .melakukan kegiatan 
penangguJangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturao 
Desa tentang perubahan. APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi .kriter.ia: 
a bukan merupa.kan kegiaran normal dari aktivitas 

pemerinrah Desa dan tidak dapal diprediksi 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara beralang; 
e, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa; 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai Jandasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 
a. APB Desa; 
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. Daftar kegiatan yang belum d.ilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya, jika ada. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercanrum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisabkan 
dari Peraruran Desa ini: 

Pasal I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan perincian sebagai ber:ikl.it: 
1. Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa Rp . 

Surplus/Defisit Rp . 

PERATURAN DESA TENTA.l'{G ANGGARAN PENDAPATA.~ 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

• 58 • 

Rp .....................•... 
Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b J 



LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA 
tandata.ngan 

SEKRETARIB DESA ... (NamaDesa), 

Diundangkan di ... 
padatanggal ... 

NAMA 

tandatangan 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tan ggal . 

Agar setiap orang dapat mengetabui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 
Desa (Nama Desa). 

Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai beclaku pada tanggal 
diundangkan. 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilalrukan 

pergeseran antar objek belanja;dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelwnnya 

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dal.am 
tahun berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa 
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya 
kepada BPD. 

Pasal 6 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan 
sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
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KODE REKENING URAIAN 
ANOGARAN SUMBER 01\NA Rp. 

l 2 3 4 s 
a b c a b 

4 PENDAPATAN 
4 L PADcsa 
4 2 Transfer 
4 3 Pendapatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BE:LANJA 
1 Penyelen.ggaraan Pemerintahan Desa 
l 1 PcnyeJcngga.rnan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunja.ngan da.n Opcrasional PcmerlnlBhan Oesa 
1 l OJ Penycdiaan Penghasila.n Tetap clan Tunjangan 

Kepala Desa 
t 1 01 5 L Belanja Pcgawei 
1 3 Administrasi Kepcndudukan, Pencatatan Sipil, 

Statistik dan Kearsipan 
1 3 01 Pcleyenan administrasi umum dan 

kependudukan (Surat Pengantar/Pelnyanan ICTP. 
Kartu Kcluarga, dll) 

1 3 01 5 2 Bclenja Barang den Jasa 
2 Pcla.ksane.an Pcmbangunan Dcse. 
2 1 Pcndidikan 
2 1 05 Pembangumm/Rehabilitasi/Pcningkatan Sarana 

Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/Sanggar BeJajar 

2 l 05 5 3 Belanja Modal 
5 Pcnanggulangan Bencana, Kcadaan Darurat don 

Mendesak 

5 l l>cnanggulangan Benca.na 
5 I 5 "' Belanje Tak Terduga 
5 1 Keadeen Darumt 
5 J 5 4 Bela.nja Tak Tcrduga 

dst 
JUMLAfi 8EI..AtiJA 
SURPLUS /IDEFlSlTJ 

Contoh: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTI\H DESI\ . 
TABUN ANGGARAN .. 

l.J\MP!RAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANO 
ANGGARAN PENDAPATAN DESA 

8.2 Formal APB Desa 



Kalam 4 
Kolom 5 

a. Bclanja; dan 
b, jenis belru!Jo !discsuaikan dcngan jenis kegiatanl 
Bagian Pcmbiayaan dfud: 
a. Pembiayaan; 
b. Kclompok pembiayaan, 

diisi uraian Pendapatan, Bclanja dan Pembia,yaan (namenklatur dan kodc 
rekening lihat lampiran A Pcrmendagri ini) 
diisi dengan jumlah anggaran yang dltctapkan 
diisi sumbcr Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kcgiaian (kolom l.o) terkait 

Kolom 3 

Kolom 2 

Ketcrangang Cam Pengisian 
Kolom l diisi berdasarkan klnsiflkasi Bidang Kegiatan: 

a. bidaog; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

diisi berdasarkan klasifiknsl ekonomi terdiri dad Pend.npatan, Belanja dan 
Pcmbiayaan: 

Bagian pendnpatan, dlisi: 
a. pendapatan; dan 
b. kclompok pcndapatan. 
Bagian Belanja diisi: 

( ) 

Kepala Oesa, . 
.............................................. 

6 PEMBIAYMN 
6 l Penerimaan Pembiayaan 
6 2 Pengcluaran Pemblayaan 

SE:LIS!R PEMBIAYMN 
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Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kodc rekening sesual 

dengan APB Desa 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rckenlng 

scsuai APB Desa 
3. Kegiataa diisi dcngan nomcnklatur kegiaian dan kode rekening sesual 

APB Desa 
4. kolom 1: diisi dengan nomor urul 
5. kolom 2: dilsi dengan uraian berupa rincian kebutuhan.dalam kegiatan, 
6. kolom 3 : clilsi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang. 
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang .merupakan besaran untuk 

membayar orang/barang 
8. kolom 5: diisi denganjumlab perkalian antara kolom 3 dcngan kolom 4 

( ) ( ) 

Kaur(Kasl . 
Disetujui 
Kcpala Desa 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

l 2 3 4 5 

JUMLAH IRn.J 

Rincian Pendanaan 

Bidang 
Sub Bldang 
Keglatan 
Waktu Pelaksanaan 

RENCANA ANOGARAN BIAYA 
DESA KECAMATAN . 

TAHON ANGGARAN . 

C. Format OPA 
C.3. Format Rencana Anggaran Biaya fRAB) 

············-··········•! ···-· .. ··········-····· 
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Cara pengislan: 
Kolom L : diisi dengan nomor urut, 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi, 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi, 
Kolom 4 : diisi dengan uralan transaksl. 
Kolom 5 : diisi dengnn jurnlah rupiah yang diterima dari kas Desa, 
Kolom 8 : diisi dcngan jenis pengeluaran bclanja barang dan jase. 
Kolom 9 : diisi denganjenis pengeluaran bclanja modal. 
Kolom LO : diisi dengan j umlnh rupiah yang dikem ballkan kc Kas Ocsa. 
Kolom 11 : dlisl dcngan jumlah saldo kas dalrun rupiah. 

( ··········· ) 

Kaur/Kasi. . 

No. Tenggi,1 Norn or 1Jrruan Penccimna.n Pengeluaran [RpJ Pengembalian Saldo Kas 
Bukti dan Kas kc Kns Oesa (Rp.) 

(Rp) Belanja Belanja (Rp) 
Barang Modal 
danJasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pindahan Jumlah 
darl halaman 
scbelumnya 

Jumlah 
Total Penerimaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 

BlJKU KAS PEMBANTU KEOIATAN 
OESA KECAMATAN . 
TAHUN ANOO/\RAN . 

F. Formal Buku Pembantu Kegiaran 
F.l. Buku Kas Pcmbantu Kcgiru:nn 



Cam pcngisian: 
Kolom l : diisi dcngan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dcngan ta.nggal transaksl. 
Kolom 3 : dilsi dengan nomor buktl transaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi banruan dan jenis bantuan, 
Kolom 5 : diisi denganjumlah uangya.ng berikan, 
Kolom 6 : diisi dengan volumcjcnis barang/tcnaga. 
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pcmbcritahuan kepada Bcndahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikcmbalikan kc Kas Desa. 

(. ) 

Kaur/Kasi 

.......................... ······ ...... 
No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas 

Bukti Vang (Rp) Bo.rang/ Bukti (Rp.) 
Tenaga Sctor kc 
'Volume! Kas Dcsa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pindahan 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnva 

Jumlah 
Total 

Nama Kegiatan: 

BUKU PEMBANTU KEGlATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT 
DE!SA.................... KECAMATAN .•...••.•.••...•.••.... 
'l'AHUN ANGGARAN .•................••...•.•........•.•..... 

F'. Formar Buku Pembantu Kegiatan 
F.2 Buku Pembantu Kegiatan Pcnerimaan Swadaya Masyarakat 
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Cara peng!sfan: 
1. Bidang diisl dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 

2. Sub Bidaog dlisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
3. Keglatan dllsr dengan nomenklatur dao kode rekerung sesuai APBUesa. 
4. Kolom I ; diisi dengan nomor urut, 
5. Kolom 2 : diisf dengan penerima pembaynrnn yang Elda di bukti belanja, 
6. Kolom 3 : diisi dengan ure.ian keperluan belanja. 
7. kolom 4 : diisl dengan jurnlah belanja, 
8. baris jumlah dlisl jumlah kescluruhan. 

( , 
Kaur/Kasi , . 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlarnpir, umuk kelengkapan 
Dcmildan surat pernyataan lni dibuat dengan sebenamya . 

NO. PENERIM.11 URAIAN JUMLAH 
IR~ I 

I 2 3 " 
JOMLAH !KO.I 

Bldang 
Sub Bidang 
Kegiatao 

PERNYATAAN TANOGUNGJAWAB BEW\NJA 
DESA KECAMATAN .. 

TAHUN ANGGARAN . 

1-1.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Bclanja 

............ -,.u ••••••• , ···························-···~·· 



Cara pengisian; 
l. Bidang diisi dengan nornenklatur dan kode rekcmng sesuai APB Dcsa. 
2. Sub Bldang dllal dcngan ncmcnklatur kodc rckening aesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenk:Jatur kode rekcning sesuai APB Dess. 
4. Kolom 1 : dcngan nomor urui, 
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan, 
7. Kolom 4: diisi dengan cincianjumlah anggaranyang telah dibayar sebelu.mnya. 
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan unruk dibayar. 
9. Kolom 6: diis! dengan jumlah permlntaan dana sampai saat inL 
10. Koloro 7 : diisi dengan sisa anggaran, 

( ) 

Tclah dibayar lunas 
Kaur Keuangan. 

Dlsetujul untuk dibayar.kar 
Kepala Oesa, 

( ) 

Kaur/ Kasi. . 
Telah dilakukan vcrlfika.si 

Sekrctaris Desa, 

............................... 20 .... 

No URAJAN PAGU PENCAJRAN PERMJNTAA JUMLAR SISA DANA 
ANO GARAN S.D. YO N SAMPAJSAAT 

LALU SEKADAN('l INI 
!Ro.l fRn.l !Ro.I (Ro.l IRo.l 

l 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH. 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiai.an 
Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

DESA Kt:::CAMATAN .. 
TAHUN ANOGARAN .. 

M. l. Formal Surat Pcrrnlntaan Pembayaran 
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Kolom 5 
Kolom 6 

Kolom 3 
KoJom 4 

Cara pcngisian : 
Kolom 1 : diisi dcngan nomor IJruL penerimaan (darl pemotongan pajak) atau 

pengeluaran (dari penyctoran pajak). 
Kolom 2 : diisl dengan tanggal pcnerimaan atau pengeluaran. 

: diisi dengan ura.ian pencrimaan kas atau pcngeluaran kas. 
: diisi dcnganjumlah rupiah penerunaan kas. 
: diisl dcngan jurnlah rupiah pengeluaran kas, 
: diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

( ) 

............. , ···-·-······--·········-···· 
Kaur Keuangan 

No. TANOOAJ., URAJAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 
IR-' IRnl rRnl 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

BlJKU KAS PEMBANl'U PA.JJ\K 
D ESJ\ . . • . .. . . . ••.•.• •. • . . . . . . KECAMATAN ....•............................. 

TAHUN ANOOARAN ..••.•.. 

I,. Format Buku Pembantu Kas Umum 
L.2. Buku Kas Pembantu Pajak 



Cara pengisian: 
Kolom l : cllisi dengan nomor uru t. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : dlisi dengan nomor buktl transaksL 
Kolom 4 : diisi ruuna/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang bedkan. 
Kol om 6 : diisi dengan volume jenis barang/ tenaga. 
Kolom 7 : diisi dengan namer bukti seror/pemberitahuan kepada Bendaham. 
Kolom 8 : diisl dengan Jumlah rupiah scbagai saldo yang harus dlkcmballkan kc Kas Desa. 

( ) 

Kaur Keuangan 
......... -.., ··-·······~···················· 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo 
J3ukti fOnl iawaban Paniar 1Rn1 

l 2 3 4 5 6 7 8 

BUKU PEMBANTU PANJAR 
TIESA... .. . . . .. . KECAMAT AN . 
TAHUN ANGGARAN . 

L. Format Pembantu Buku Kas Umum 
L,.3 Buku Pembantu Paojar 



< •.• Nnm.o Penerima. .. > < .. Nama Pemberi .. > 

< ... Dcsa. .. >, < ... tgl, bin, th-,> 
Yung Mcnerimn, 

Catatan Kcuangan 
Yang Mcmbcri, 

Uang sebesar : Rp < ... Jumlab dnlrun angke .... > 
( Jumlnh dalnm huruf ... ) 
( Jumlah dalrun huniflunjutan ... l 

Sebagal pembayarnn : < Sehutlran Tujw.m Penilinyaran (Kcglatan/Bclanjo.J ...... > 
< Scbulkan Tujuan Pembeyaran LaJ:\lutan (Kcgial:lln{Bclanj11) ..... > 
< Sebulkan Tujmin Pcmbaynrnn Lanjutml (K.egiatan/Belanjfl).-,..> 

Tclah terima drui Kaur K.euangan Dess < ... Nruna Desa ... > 

: < ••. Nama. Oc.sa ... > 
: < ••• Kabuparen/K.otn ... > 

Kantor Desa 
Kabupatcn I Kota 

M. Format Kuitans! 



ANO GARAN REALISASI SOMBER KODE REKENINO URAlAN ANOOARAN {Rp) (Rp) DANA 

I 2 3 -'I 5 6 
a b c a b c d 

q PENDAPATAN 
q l PADesa. 
4 I 1 Hasil usaha 
4 l 1 <Obvc,kP . ... 
4 2 Transfer 
4 2 l Dana Desa 
4 3 Pendaeatan. lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasfl Kerjasama 

Antar Desa 
4 3 1 .... <Obvek Pendana tan.> 

dst... 

JUMLI\H PENDAPATAN 

5 BELANJA 
l Penyclenggaman Pcmerintahan 

Desa 
1 1 Penyelenggaraan Belanja 

Pcngbasilan Tetap, Tunjangan dan 
Opemsional Pemcrintahan Desa 

I I 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tunianaan Keoala Desa 

l 1 01 5 1 Belania Peznwai 
l l 01 5 1 1 Peogbasilao Tetap & Tunjaogan 

Keoala Desa 
1 l 01 5 1 1 ... < Rinciao Obvek Belania> 
I 3 Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsinan 

1 3 OJ Pelayenan administrasi umum dan 
kepcndudukan (Surat 
Pengantar /Pelayanan KTP. Kartu 

.4111 

I 3 OJ 5 2 Belania Baranz dun Jasa 
I 3 01 5 2 2 Belania Jaso Honorarium 

-eRincian Obvek Belanla> 
2 Pelaksanaan Pcmbangunan Desa 

2 l Pendidikan 

Contoh 

N. Formal Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendaparan clan Bclanja Desa Semester Pertnmn 

LAPORAN PEI..AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
SEMESTER PERTAMA 

Pl™ERJNTAH DBSA ..•..••.•..•.. 
TAHUN ANGGARAN •...•.•...... 



Carn pengisinn: 
Kolom 1 d.iis, berdasarkan klasifikasi Bidanl( Kc~atun: 

a. bidang; 
b. Sub Bidang: dan 
c, kegiatan, 

Knlom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ckonomi terdiri dari Pendapatan, Belania dan Pembiavaan: 
• Baginn pendapatan diisi: 

a. Pendnpatnn; 
b, kelempok pendapatan: 
e, [enis pendapaian: dan 
d. obvek pendanatan, 

• Begian Bclanja dilsi: 
a. bclsnja; 
b. [enis belanja (dlsesua.lkan denJIS.D jenis ~ran); 
c. obyek belania: dnn 
d. rincian obvek belanja, 

• Bap;u:m Pem biayaan diisi: 
a. Pembiayaan: 
b. Kelompok pembiavaan; dan 
c. j<!nis pernbiavaan. 

dlisl uraian Pendapatan, Belanla dan Pembm.vnan [What Lampiran A Permendagri !n!j 
diisi denaan jumJah Wl,oolnlil Y8D,t dltclapJaln 
diisi dengan rcallsesi ~ Y8DI? dll{Unakan 

Kolom3 
Kolom 4 
Kolom 5 

--····-·---·,--·-···--·-·-·····- 10 __ 
Kepala Dcsa, .•.•.•..•.•.•••••.. 

2 I 05 Pembangu.r,an{Rchabilltasi.{Pcningk 
atan Sarans. Prasarana 
Pcrpustakaan/To.man Bacaan 
n ,~ ar Rel ... : ... - 

2 l 05 5 3 Belania Modal 
2 I 05 5 3 4 Belanja Modal Ocdung dan 

Bn~nunan 
l l 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania> 
5 Penanggulo.ngan Beneana, Keadaan 

Darurat clan Mcndcsak 
5 I Pen• . Bcncana 
5 1 00 5 4 J> u Bencana 
5 I 00 5 4 Belania Tak Terduoa 
5 .l 00 5 4 00 Belanja Tak Tcrduga. 
5 l 00 5 4 00 00 Belania Tak. Terduaa. 

dst 
JUMJ..AH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISCTl 

6 PEMBIAYMN 
6 1 Penerimaan Pcmbiavaan 
6 l 1 SiLPA Tahun Sebelumnva 
6 1 .L l SiLPA 'l'ahun Sebelumnva 
6 2 Penzeluaran Pemblavaan 
6 2 l Pembenwkan Dana Cadangan 
6 2 2 l Pembcnlulmn Dana Caclaagan 

dst 
SELISTH PEMBTAYMN 

( ··········· ) 



diisi sumber Dana cliisi dengan Surnber Dana vnn,R dlgunakan dala.m kegiatan 
(kolom Le) terkait 

Kolom 6 



Meneta.pkao : PERATURAN DESA TEN'l'ANO LAPORAN PER'I'ANGGUNGJAWABAN 
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.\NJA 
DESA. ...... TAHUN ANGGARAN ..... 

Dengao Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama DesaJ 

MEMUTUSKAN: 

Mengiogat : l. ; 
2 ; 
3.dan seterusnya .. ; 

Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa sebagai wujud da.ri 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan 
bertangguog jawab unruk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat .Desa; 

b. bahwa Anggaran Peodapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... 
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatao dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai deoga.n 
kebutuhan penyel.eoggaraan pemerintahao Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu meoetapk:a.o Peraturan Desa tentang 
Laporan Pertanggungjawabao Realiasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran .... ; 

KEPALA DESA (NamaDesa), 

DENOAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LA.PORAN PERTANGOUNGJAWABAN REALlSASl 
ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

KEPALA DESA ..... (Naroa Desa) 
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TABUN ... 

0. Format Laporan Penangguogjawaban Realisasi APB Desa 
0. L Peraturan Desa Ten tang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 

TENT ANG 



NAMA 
LEMBARAN DESA ... (NamaDesa) TAHUN ... NOMOR ... 

tandatangan 

Diundangkan di ... 
Pada tanggal ... 
SEKRETARlS DESA ... (Nama Desa), 

tandatangan 
NAMA 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DESA (NamaDesa), 

Agar setiap orang dapat rnengetahui, memerintabkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh 
Sekretaris Desa. 

Pasal 4 
PeraturanDesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 .merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut mengenai basil pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercanrum dalam 
Iampiran Peraturan Dess ini yang terd.iri dari: 
a. Lampiran I : Laporan Keuangan; 
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari- 

31 Desember Tahun Anggaran. ... 
c. Lampiran IO: Daftar programsektoral, program daerahdan 

programlainnya yang masukkeDesa. 

Rp . 

Rp .. 
Rp . 

3. Pemhiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b) 

=========::;;; 

Rp .. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 'Tahun Anggaran dengan 
perincian sebagai berikut: 
I . Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan Desa 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat dan Mendesak Desa 

Jnm)ab Belanja 
Surplus/Defisit 



x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

" x 
x 
x 

ha/a man 
x 
x 
x 

1 Laporan Realisasi APBDes 
D Catatan Alas Laporan Keuangan 

A. Informasi Umum 
B. Dasar Penynjion Lapornn Keuangao 
C. Rincian Pos Laporan Real.isasi Aoggamn 

I Rekonsiliasi S!LPA dan Kas 
2 Pendapatan Asli Deso 
3 Dana Desa 
4 Bagian dr basil paiak dan Retclbusi Daernh 
5 Alokasi Dana Desa 
6 Baotuao Keuangan Proplnsi 
7 Baotuao Keuaagan Kabupatcn/kota 
8 Pendapatan Lain lain 
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pcmcrintah Desa 
II Belanja Bidang Pelaksanaan Pernbangunan Desa 
H Bclanja Bidang Pembinaan Kema.syarotan Desa 
II Bellll1jaBidang Pembcrdayaan Kemnsyarotan Desa 
H Belunja Bidang Penanggulangan Bencano, Darurat dan Mendcsak Dcsa 
H Belanja Dcsa dalam Kl11Sifikas1 Ekonom, 
II Belanja Dcsa dnlam Klaslfikasr Sub Bi dang [F"uogsil 
# Pem binynan 
H Asct 0"'38. 
# Pcnyertann Modal Deaa 
# •.•••••• 

Lampiran 
Lampiran J • Rincieo Asct Tetep Dcsa 
Lamplran 2 - ..••.....•...•....•.•.....•..... 

Dall:e.r Isl 

Laporan.Keuangan 
Pemerintab Desa ABC 

Kecamatan KLM 
Kabupaten XYZ 

Tahun Anggaran 20xl 

I..AMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR ••••. TAHUN .•.•• 
TENTANO 
LAPORAN PERTANOOUNCiJAWABAN REALISASI APB 
DESA 

0.2. Fermat Laporan Kcuangan 

·I.Ob· 

x 



Lt"h:at Catatnn Atn~ Laperan Keu.nngn.n yang me.rupnknn bagian._yang t1dnk rerpisahkan darl ln.pom.n. .k.e.nongan 

PENDAPATAN 
Peru!npatmu\sli Desa C.2 """·= :'CXX.X,OC: xxx 
Pendapatan Tranld'er 

Dana Deea C.3 XXX-"CXX ,CCX:. X.Q" lOOC 
Bagi an dr basil pajak dan Rcu:ibusl Daerah C.4 =·= !OCtlClOC '°"' AloknsiDmm Desa C.5 """-"""' :icoc..xxx ,CCX- 

Bantuan Keuangan Proplnsi C.6 =-= xxx.:ocx = 
Bantuan.Keuangan Kabupaten/kom C.7 XXX.JOO< :<:XX.XXX """ Pmdapatan.l.ain .lain C.8 xxx.xxx l'CXX .xxx """ JUMLAH PENDAPATAN X .. XX't.X:X:X- x_~,acx ,r .. ,cor 

BI:J.ANJA 
Bidm,g Penyelenggeraan pemerintah Dess C.9 dan Cl5 ~it.X.'CX XX...X .. x.'Ot xxx 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.lOdanClS xxx.xxx lOO(.lCXX lCXX 
Bidang l'l:mbmaaa Kemasyaratan Desa C.l 1 dan Cl5 xxx.,ooc XXl(.lOC( """ Bidang Pembcrdayaan Masyarakat Dcsa C.12 dan Cl5 .XX:X.X"OI: XXX...X!CX xxx 
Bidang Penangulangan Bencann, T<eadaan Oarurat C.13 dan Cl5 XXX,Xl<X JOC.'t.lOCt """ d.an Mmdcsok Oesa 

JUMLAH BELANJ/\ C.14 X-'OtX,XD JWOO(,X,OC: x.xxx 
SURPLUS/ (DEFISTT) xx.xxx xx.xxx xx 

PEMBIAYMN C.15 
Pcncmnaan Pe.mbia.yaan JO<X.JOO( .lOO<.XXX """ Pengduanm Pcmbiaynan xxx.xxx X,C,C,X,CC """ PEMBIAYAAN NETTO xx.xxx xx.xxx xx 

SILPA TAHUN BERJALAN xxx xxx xxx 

(Lcbih)/ 
kurang Realisasl Anggaran Ref 

L/\PORJINREALTSAST APB OESA 
P£MER!NTAH DESA ABC 

Kccrunnton J{LM 
Kabupaten XYZ 

TAJ·IUN ANGGARAN 20:d 

0.2.a. Format Laporan Realisnsi APB Oesa 
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4. Bagian dari hasil pajak dan Reuibusi Daerah, 
Peoerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari ha.sil pajak dan Retrfbusi Daernh adalah sebaga1 

Anggarnn Realisa.si (Leb[hJ/ 
kurang 

Tabap i = xxx.xxx xxx 
Tabap2 xxx.xxx XlC'<.XXX XlO( 

XXX..'<XX XXX-1<XX xxx 

3. DanaDcsa 
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperolch dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa 
selama tabun anazaran 20xladalahsebearu bcnkut: 

Angguran Rcalisasi (Lcblh)/ 
k:arang 

lCXX.DC( xxx.xxx XXJ[ 

XXX.X.'<X lLU..'<XX lL'IX 
lOO(.lCO( XlOWtlCX xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
X'!C.'C...XXX "'°'·"""' XlO( 

Pendapatan As1i Desa terdiri dari: 
a.. Basil Useha 
b. Hasil Asel 
e, SWadayn, parnslpesl, dan Ootong Royong 
d. Lain-lain PADes yang sah 

2.. Pendapatan Asli Desa 
F'l::ndapatan Ash Desa terdiri den: 

x.xxx Saldo Ka.s per 31 Desember 20xl 

xxx 

xxx 
xxx 

pooq 

xxx Sil.PA tahun anggaran 20xl 
Mutasi Potongan Pajak 
• Saldo AwaJ Periode Potongan Pajak yg belum disetor .ke Kas Negara 
• Pt:nc:rimaan Potongan Pajak tabun anggaran berjalan 
• Sctoran Pajak ke Kes Negara scleme ta.bun anggar.,n bcrjalen 
· Srudo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor kc Kes Negara 

C. Rincan Pos Lapornn Keuangan 
I. Rekensillasl SlLPA dan Kas 

B. Dasar PenyaJian Laporan Keuangan 
Laponm Keuangan Desa berupa Lnporan Reellsasi APBD1ts sesual basis kas dcngan dasar harga 
perolehan, Pcndapatan dicatat pada seat kas ditcrima di Bank atnu Kas dan Belanje dicatat pada saar 
kas dil«:luarkan dao lclab bersifat defioltiI. 

A. lnformasl U-mum 
Pcmerintah Dcsa ABC merupakan desa di Kccamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dcngan Keputusan 
Bupati No •....................••..• Tanggal , snat ini kepeogurusan Pemerimahan DesaABC 
1. !.cpala Ocsa : XJOOO< 
2. Sck:rctans Cesa : YYYYY 
3. Bcndabara Desa : ZZZZZ 
Kantor Pemermtahan Desa beralamat di .............•................. , Desa ABC, Kccamatan KLM, Kabupaten 

CatatanAtas Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ 

Tahun Anggaran 20xl 

0.2.b. Formal Catatan Atasl.aporan Keuengan 
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XXX...."aX xxx.xxx 
10CC~"CXX XXX~XXlC XXX 

.xxx .• "<XX. ---===·::.:"':::""';:. -----="""= 
xxx.xxx ---="""=-::.:"':::"";:. ------"""- 

(Lcbih)/ 
kumng 

Belanja Pegawai 
Bclanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

9. Belanja • Bidang Pcnyelenggaman Pemerintahan Desa 
Belanja untuk Bidang Penyelcnp,garaan Pemcdntahan Desn terdiri dnri; ------- 

Anggaran Rcallsasi 

Anggarnn Reallsasl (Lebih)/ 
kurang 

Xl0(.)00( =·= xxx 

xxx.xxx xxx.xxx "XX 

xxx.xxx =·= X>O< 
JQ(X.XlO< X!Ol •• 'CU xxx 

JOOt.lOO( xxx.xxx X.'=X 
xxx.xxx xxx .xxx X.'<X 
xxx.xxx JOO<..XX.X xxx 
xxx ... ~u xxx.xxx xxx 

XlCLX,CX XXX.KXX xxx 
xxx.xxx XXX.lOOC XXl< 
XXX..lOOC JOO(..'CXX """ 

Reallsasi Anggamn 

Pencrimaan dari hasil kerjasama antar Desa 
Penerimaan dari hasil kerjasa:ma Dcsa dcngan plhak 
kctiga 
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi 
di Dcsa 
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
Korcksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
scbelumnya yang mcngaldbatkan penerimaan di leas 
Desa 
Bunga bank 
Lam-Iain pendapatan yang sah 

8. .Pcndapalan Lain-lain 
Pendapatan lain-lain tcrdiri dari: 

7. &ntuan Keuangan Kahupaten/kota 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupatcn/Kota ·-········ adalah sebagal 

(Leblh)/ 
kumng 

.... ······· ....... XXX. .. XX-"< xxx.xxx )t.'01 
.... ······ ........ xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx ,oowcoc xxx 

Realisasi Anggaran 

6. Bantuan Keuangan Propinsl 
Penerimaan Desa yanR berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagru be1kut: 

(Lcbihl/ 
kumng 

Anggaran Realisasi (Lebihl/ 
kurana 

Tahap I xxx.xxx xxx.xxx XlO( 

To.hap 2 xxx.xxx lOOC-'OOC X.'IX 
X:X:X.XX..'( JCl<X.lOO( xxx 
JOOC.l(.'CX XXX..'<XX XX.'C. 

5. Alokasi Dana Dcsa (ADD) 
Penerimaan Dcsa ynnR bcrasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagw beilrut: 

Tahap l 
Tahap2 
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Anggruun Rcalisasi (Lcbih)/ 
kumng 

!C!'.l(.,ax xxx.xxx XlU( 

,XXX.TJC'I( lOO(.X.'CX JOO< 

XXX..lOOC l<JO(.!C!'.l( xxx 
l<.'IX..'<XX xxx.xxx lQQ< 



xxx..xxx 
xxx.xxx 

Belanja Modal 
Bclanja Modal Pengadaan Tanah 
Bclanja Modal Pcralatan, Mesln, dan Alat Berat 

xsx.xxx 
XXX...'CX."t 
xxx.xxx 
xxx.xxx 
)00(.>00( 

X.."CX .X.'C( 

lOO(.XXJ< 

XXX..X.'OC 
XXX.-'CXX 
XJO<.X.'OC 
XXJC.X.'OC 
XXX • .X.'C< 

Bclanjn Barang clan Jasa 
Belanja Barang Perlcogkapan Kantor 
.Belanja Jasa Honorarium 
Bclanja Operasional Aparatur Desa 
Belanja Jesa Sewa 
Bclanja Opcrasional Pcrkantoran 
Belanja Pemclihaman 
Belanjn Barnng dan Jnsa yang Dlserahkan kepada 
Masyarakat 

xxx . .x.xx 

.XXX • .X."XX Penghaailan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
Jaminan Kesehatan Kepala Ocsa clan Pc.rangkal 
Ocsa 
Tunjangan BPD 

Bclanja Pcgawai 
Penghasilan Tetap clan Tunjangan Kepala Desa 

[Lcbih)/ 
kurang 

14. Bclanja Desa dalam klasifikasi ckonaml 
Jumlab bclan;ia dalam klasifikasi ckonomi adalah scbagaj bcrlkut 

Angguren Realisasi 

JOOC.XXX XXX.XXX 

Reallsasi Aoggnmn [Lcbib)/ 
kurang 

13. Belanja - Bidang Pcnangulangan Bencana, Keadaan Darurat clan Mcndcsak Ocsa 
Selama tahun anggaran 20xl, Pemenntahan Desa mclakukan penanggulangan bencana dun 
keadaan darurat sebagai bcrikut 

:oaJC".,CXX XJCX.XlO< 

.:occ:xxx xxx.xxx- -----""'-'-'~~ 
xxxrxxx __ ..c.JCO<=cc·X:c..Xl<cc. -----==~ 

Belanja Barang clan Jnsa 
Bclanja Modal 

Realisasi (Lebib)/ 
kurang 

12. Bclanja - Bidang Pembcrdayaan Masyarakru. Ocsa 
Belania unwk Bidang Perberdayaan Masyarak:al Desa terdiri dari: 

Angganm 

x:xx xx:x x:xx xxx 
D'X xxx:- -----'==c. 

xxx 

JCO(_.'\QOC Bclanja Barang den Jasa 
Belanja Modal 

ta,cane: Realisasi {l..cbih)/ 

11. Bclanja - Bidang Pembinaan Kernasyaratan Ocsa 
Belanja untuk Bidang Pcmbinaan Kemasyarakatan Oesa terdiri darh 

Anggar.,.n 

Belanja Ba.rang dan.dasa 
Belanja Modal 

Rcalisasi (l..cbih)/ 
kurang 

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa 
Bclanja untuk Bidang PcmbnnRU111lII Desa terdiri dari: 
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Bidan.ci; Pernbangunan Desa 
Sub Bidan11 Peodiclikan JOO(.)OC'( xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kesehat:an xxx.xxx xxx.xxx = 
Sub Bidang Pekcrjaan Umu:m den Penataan Ruang .'(.'ICX. !'00( =·= = 
Sub Bidang Kawasan Permukiman 100<.X.'t'.X xxx.xxx = 
Sub Bidarig Kehutanan dan Lingkunzan Hidup XX..-X-XXX x.xx .. xx:ic xxx 
Sub Bidnng Pcrhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx = 
lnfonnetika 
Sub Bidana Enerai dan Sumber Dava Mineral xxx. .. xxx xxx.xxx xxx 
Sub B1danR Pariwisata X:."OC. X.'Or xxx.xxx xxx 

xxx.xxx XX:X.X.'U xxx 
Bidang Pembinaan Kemasvaratan Desa 

Sub Bidnng Ketenteraman, Ketertiban Urnum, dnn ..'IC.'t..X • .XXX- xxx.xxx xxx 
Pelindunzan Masvarakat 
Sub Bldan.e. Kebudayaan den Keagamaan JQQ(.XJ<X XlOLlOOl = 
Sub Bid.anR Kepcmudaen dnn Olnh Regn JOCX.X..XX xxx.xxx """ Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx XXX.:'OC'I ,ca 

XJQC • .XXX. XXX.!'CXX. """ Bcianja - Bidang Pcmbcrdayaan Masyaraka! Desa 

Sub BidonR Kelautan dan Perikanan xxx.xxx = = 
Sub Bidan.e. Pertanian dan Peternakan )C(l(.XJ<X lQOC.lCXX """ Sub Bidang Peningkaian Kapasitas Aparatur Desa xxx.xxx XXX..DOC """ 
Sub Bidaog Pembcrdayaan Pcrempuan, XX:X.X.'CX .:ooc:x.lDCC. """ Perlindungaa Anak dan Keluarga 
Sub Brdang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dao xsx.xxx XXX-'<Xl< xxx 
Mcnenl!llh IUM1<M1 
Sub Bidana Dukungan Penanaman Modal xxx.xxx xxx.xxx """ Sub Bidanz Perdazangan dan Perindustrian X:XX.:'l:.."C< XXX-~ xxx 

lOO(.JOO< ll'XXK.\ """ Belanja - Bidang PcnangUlangan Bencana, Keadaan 
Darurat den Mendesa!< Dcsa 

)00(.)0t)( 200<.X.'O< lQOC 

lOCx.l<XX xxx.xxx = 
JOCC.XX."C xxx.xxx xxx 

~'CXX.XX:'C X:OC.X.'tX xxx 
lOO<~!'OOC xxx.xxx xxx 

xxx.xxx =·= xxx 
:'OC'I.XX.'C JOO<.XXX xxx 
:OCX.XJ<X JO(X.l<l<X xxx 
xxx.xxx xxx.sxx = 
:'OC'I.X.'O< x:oc.xxx xxx 
!00(.XJ<l( XlOC.XlCC xxx 
xxx.xxx }CCIC.x."OC xxx 
.'Q<K.-,oa == X.'<X 

Aoggaran Reallsasi (LcbThl/ 
kurang 

S;.'OC.XX,X, xx:x . .sxx. lOCX 

Bidang Penyelcnggaraan pemerintahan Desa 
Sub Bidang Pcnyclcnggaraan Bcltmja Penghasilan 
Tetap, Tunjangan clan Operasional Pemerintahan 
Desa 
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan 
Desa 
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, 
Penearatan Sinil. Statlstlk dan Kcorsinan 
Sub Bidang Taln Praja Pernerintahan, 
Perencanaan, Kcuaniwn don Pcleonrnn 
Sub Bidan11 Pertaoaban 

15. Belanja Desa dalam ldosilikosi Sub Bidaog (Fungsi) 

Be.lanja Modal Kendaraan 
Bclanja Modal Gcdung dan Bangu:nan 
Belanja Modal Jalan 
Belanja Modal Jembatan 
&Janja Modal.Jrigaai/Embung/ Afr Sungai/Dralnase 
Belanja Modal Jaringan/Jnstalasi 
Belanja Modal lainnys 
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19. dst 

BUMDesXXX 
BUMDesYYY 

18. Penyertaan Modal Dcsa 
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagal berikul, 

20x0 20x1 Penambllhan/ 

XXJt.JOO( lOOLlOO( JOO( 

xxx.xxx XXX-'<XX xxx 
xxx.xxx xxx.xxx lOO( 

JOCX.l!'.lQC_ Xl!X.lCXX lOOt 

XJOC.XXX X.X:X...."DOC XXX 
Rinoian Asel Tetap dapat untuk masmg-masing klnsilikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ...• 

20x0 20x1 
X'(X.XXX- =·= x,oc.xxx =·= 
xxx.xxx xxxxxx 
}OCX,X:UC xxx.xxx 
ltXl<. ltXl( =·= 
xxx.xxx xxx.c'CXX 
xxx.xxx xn...xxx 
xxx.xxx X.XX.-'OCX 
lOO(.X.'O( XXX.JOC< 
lOQC.lOO( JOC(.xxJ( 

Tan ah 
Peralatan, Mcsin, dan Alal Bernt 
Ke.ndaraan 
Oedung dan Bangunan 
Jalan 
Jembatan 
lrigas[/Embung/ Air Sungal/Drainaoc 
Jaongan/ tnstulasi 
Aset Tetap lainnyu 
Konstruksi dalam Pengerjaan 

ftltmUOWldOj 

xxx.xxx xxx 

=·= = 
XXX.:<XX xxx 
xxx.xxx ,ca 

xxx.xxx """' .X..U...XX."( lCO< 

XXX-'COC >00( 

l7. Aset Dcsa 
Perolehan aset dcsa. e.dalah sebagal berikut, 

xxx.xxx 

X,OC.JDO< 
xxx.xxx 

Pe.ngeluaran Pembiayean terdlri dari: 
1. Pembcntulmn Dana Cadnngan 
2. Pcnycrtann Modal Desa 

Penccimaan Pembiayaan terdiri dari: 
l. SJLPA tahun anggnrnn scbelumnye. 
2. Peneairan Dana Cadangan 
3. Hasil Penjualan Kckayaan Desa yang dipisahkan 

Anggaran Rcalisasi (t.eblhJ/ 
kurang 

=-= xx.'{.~ = 
JQC{JOOC xxx.xxx XlO< 
JQC{.JL'O( XXX.lOOt """ 

Pcnerimean Pembiayaan 
Pcngcluaran Pcm.biayaan 

16. Pcmblayean 
J umlah nctto pcmbiayaan tahun anggaran 20x I adalah schagaj berikul.!"'·------ ------- 

xxx 
= 
.xxx 
xxx 
lOO< 
xxx 
xxx 
xxx 

Sub Bidartg Penanggulanzan Beneana 
Sub Bldang Keadaan Darural 
Sub Bidan,it Keadean Mcndcsak. 
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